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Perihal. PERBAIKAN PERKARA NOMOR: 143/PUU-XXIV/2026 TENTANG PENGUJIAN
PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN
INTERNASIONAL, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUS]I REPUBLIK INDONESIA -
MAHKAMAH KONSTITUS!I REPUBLIK INDONESIA

Ji Merdeka Barat No. 6 - 7, Gambir, Jakaria Pusat,

Daerah Khusus Jakarta - 10110

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH.
RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH, MH.
UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH.
MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, 8.H., CMLC.
KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.
TATI SURYATI, S.H., M.T.
RUDY MARJONO, 8.H.
ARDIAN PRATOMO, S.H.
IRVAN ARDIAN SYAH, S.H.
RINALDI PUTRA, S H.
ADITYA PRATAMA, S H,
SAID ALWI ALATAS, S.H.
DIVING SAFNL, S.H.
LEFRAND OTHNIEL KINDANGEN, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan
{PSH?EVK@ yang ;:eraiamaz di JI. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, email’

edulikead 1o com, Phone (0271) 5721346, baik sendiri-sendin maupun bersama-
sama x.azenagga san bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Baik bersama-sama
maupun sendin-sendiri karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum {domicilie) pada kua: adi i ’
it ‘ : an ) pada kuasa hukum-nya di bawah ini, melalui
sural ini sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2026 atas Pemberi Kuasa:

1. PERKUMPULAN Masyarakat Anti Korupsi (MAKI} yang diwakili oleh:

1} Nama : H, BOYAMIN, SH
Pekerjaan - Swasta

Jabatan .
Alamat :
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2} Mams ; SUPRIYADI
Pekeraan Swasta

Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (ADJART] Pasal 5 (8) dan
Pasal 12 (4) Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) selaku Pihak Ketiga yang
berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Hepotisme (KKN) di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 12 angka {3y:

“Koordinator dan bersama sekurang-kurangnya 1 (satu} orang Badan Pendin atau seorang
atau lebih yang mendapat kekuasaan dan mereka berhak mewakili Perkumpulan didelam
dan diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala lindakan baik yang
mengenai tindakan pengurusan maupun-tindakan pemilikan ekan tetapi unfuk”

sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia {(MAKT
yang beralamat domisili di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Surakarta (Bangsal Patalony,

Selanjutnya mohon disebut sebagai ... eeiieiiei... PEMOHON I

LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA
(LP3HI) berdasarkan pasal 10 juncto Pasal 19 Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan
Pengawatan Penegakan Hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Hafid, SH Nomor
© 01 tanggal 06 September 2014 jo Nomor @ 01 tanggal 08 Maret 2022 yang mengatur
tentang siapa-siapa yang berhak mewakili LP3H| bertindak didalam atau diluar pengadilan
adalah Ketua atau Wakil Ketua, dalam permohonan ini LP3H! diwakili oleh Ketua LPIHI
yaitu

Nama . H. ARIF SAHUDI, SH, MH.
Jabatan :
Alamat Kantor
karena tu selanjutnya mohon disebut sebagai ... ... PEMOHONIL.
Nama : RUS UTARYONO, SH. MH.
Tempat/Tgl Lahir
Jeris Kelamin
Alamat
Agama :
Status Perkawinan  : KAWIN
Fekeraan t KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan . Indonesia
selanjutnya mohon disebut sebagai .. ... PEMIOHON ML
Nama : TRESNO SUBAGYQ
Tempat/Tgl Lahir -
Jenis Kelamin 4
Alamat ;
Agama .
3ta%a§ Perkawinan  KAWIN
Pekerjaan D KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan | WN Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagat et e Ao e e r e e PEMOHON v
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Dengan ini mengajukan Perbaikan Nomor: 143/PUU-XXIVI2028 mengenai Pengujian ﬁhﬁéiﬂg
- Undang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentany Perjanjian
Internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara
Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000} Terhadap Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1345,

Adapun uraian-uraian mengenai perbaikan permohonan ini adalah sebagai berkut.
. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUS!H

1

t

Rahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1845}, menyatakan:

“Wekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradiian
yang berads di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan paradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan lala usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstilusi”

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 {selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1845}, menyebutkan’

“‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undanyg ferhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangen lembaga negara yang kewsnangannya
giberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemitihan umum,”

Bahwa Pasal 10 avat {1) huruf a Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapsa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {selanjutnya disebut UU
MK}, menyebutian:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perfama dan terakhir yang
putusannya bersifat final unfuk: menguji undang-undang ferhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Intdonesia Tahun 19457

Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

*%sivkamah Ks;}@?;@é berwenang mengadili pada tingkat pertama dan ferakhir yang
putusannys bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Repubiix Indonesia Tahun 1945 |

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pegaiuraa Femaésag'»aséangars sebagaimana tfelah beberapa kali diubah, terakhir
dangan Undang Undang Nemor 13 Tahun 2022 entang Perubanan Kedua atas Undano-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Per } sturan B
- H o3 i tang Pembentukan Peraturan Perundang-
{selanjutnya disebut UL PPP), menyebutkan eruncang-undangan

‘Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf & Peraturan Mahkamah Konstitusi Not '
wa 7 | 1 Konstitusi Nomor 7 Tahun 2028
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: ’

1) “Bahwa Pasal 2 ayat {1) huruf 2 Peraturan Mahkam tusi
, I b raturan M ah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tenteng Tala Beracara Dalam Perkars Pengujian Undang-Undang:” nEee
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7. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji undang undang
terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang f—"a{;‘an}éa&
Internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4012, Tangoal Diundangkan: 23 Oktober 2000} Terhadap Undang-Undang Dasar
Republik indonesia Tahun 1845;

il. KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL
PEMOHON

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1.

e

e

Bahwa Pasal 51 ayal (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan

“Pemohon  adafeh  pihak  yang menganggap hak dan/atau  kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan werga negara Indonesia,

b Kesatuan masyaraks! hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuvai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang distur dalam undang-undang,

¢ Badan Hukum publik atau privat; stau
d. Lembaga Negara.
Bahwa Penielasan dalam pasal 81 ayat (1) UU Mahkameah Konstitusi menyatakan:

“vang dimaksud dengan “hak konsfitusional’ adalah hsk-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 18457

Bahwa merujuk pada ketenjuan Pasal 51 ayat (1) UL Mahkamah Konstitusi, terdapat
< {(dus} syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni:

1} terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagal pemohon, dan

2y adanya hak danfatau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan
dengan berlakunya suaty undang-undang;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 {selanjutnya disebut UU MK}, menyatakan: "Pemohon adaleh
pifiak yang menganggap hak dan/atay kewenangan konstitusionainya dirugikan oleh
beriakunya undang-undang, yaitu: ... c. Badan hukum publik atau privat. "

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan
"hak konstitusional” adalah hak-hak vang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negars Republik Indonssia Takun 1945 (UUD 1845

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor COB/PUL-I/2005 dan putusan-
putgsan se{aﬁjgigga telah memberikan yurisprudensi pengakuan kedudukan hukum
b&giﬁfgamsaﬁ Non-Pemerintah (LSM/NGO) untuk bertindak mewakii kepentingan
publik (public interest) berdasarkan doktrin, dengan memenuhi syarat kumulatif |

¢ Berstatus sebagai badan hukum atay organisasi yang terdaftar

éﬁf‘;miiiki Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat
tujuan organisasi secara jelas. o o

T€§‘§8§a§ kesesuaian antara tujuan organisasi dengan matert undang-undang
yang divji.
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Telzh melakukan kegiatan nyala secara berkesinambungan sesyal dengsn
tujuan organisasinya.

7. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia adalah Badan Hukum Privat yang
sah secara hukum, dengan rincian pemenuhan kualifikast:

. Legalitas: Berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 175 tertanggal 30 Aprl
2007,

. Tujuan Organisasi (AD/ART): Bertujuan memberdayakan mvagyargkzsé uniuk
renegakkan hukum, keadilan, serta mencegah dan memberantas segala
bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme guna menyelamatkan harta/anggaran
negara.

. Kesesuaian dan Kegiatan Nyata: Pemohoen | memiliki rekam jejak empiris yang
panjang dalam mengawal uang negara melalul pengajuan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi, serta aktf melakukan kontrol sosial melaiui
pengajuan praperadilan terhadap aparat penegak hukum atas kasus-kasus
mega-korupsi, Pengujian norma a guo sangat bersinggungan dengan tujuan
Pemohon | karena ketiadaan persetujuan DPR RI dan Pasifnya DPR R atas
perjanjian internasional berisike membuka ruang gelap penyalahgunaan
anggaran negara (APBN) berskala masif.

Dengan demikian Pemchon | sebapgai Organisasi Non-Pemerintah (LSM/NGO)
Pencegalh Korupst berkepentingan antara lain:

ay DPR dalam menjalankan fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah, dalam
rangka ity Pemohon | melakukan pencegahan korupsi berkepentingan uniuk
menjadi Undang undang karena diawasi oleh DPR RL

by Anggaran Perjanjian Internasional, disyaratkan dengan Undang ~ undang
adalah Penanjian infernasional melibatkan adanya anggaran yang mana periu
diawasi, maka Pemohon | ada disitu bertindak sebagal upaya pencegahan,

8. Pemenuhan Syarat Organisatie Priviligie Pemohon || {Lembaga Pengawasan dan
Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia / LP3HI) adalah Badan Hukum Privat
yang sah secara hukum, dengan rincian pemenuban kualifikast

+ Legalitas: Berdini berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 06 September
2014 jo. Akta Nomor 01 Tanggal 08 Maret 2022

« Tujuan Organisasi {{%Qiéﬁ?}i Bertujuan mengawasi, mengawal, dan memastikan
tegaknya supremasi hukum, keadilan, serla kepatuhan penyelenggara negara
terhadap konstitusi,

. Kesesgaiea dan Kegialan Nyata: Pemochon | senantiassa memastikan
me&af}%ma checks and balances anlara cabang-cabang kekuasaan berialan
sesusl ?isﬁaﬁ%uai, Prakik bypass Parlemen yang difasiitasi oleh %e%éf;%f‘zgaa
norma agkam UU 2 gue mencederal prinsip Negara Hukum dan supremasi
konstitusi yang menjadi fokus utama pengawalan Pemohon 1L / o

Dengan demikian Pemohon Il sebagai Organisasi Non-Pemeri ‘
Leng o -Pemerintah {(LSMNGO)
terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum berkepentingan antara lain: !

s Terkait »Hu?:z;m Tata Negars dalam mengawal den memastikan Perjanjian
zmevmsmgjaf dan memastikan Perianjian Infernasionat taat asas dan taat aturan
sg%mgga jika Perjaniian Internasional harus dengan Limitasi wakiy maka harus
digjukan limitasi pada masa sidang berikut B
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. Bahwa Para Pemohon tidak mambahas

Bahwa Pemohon lll dan Pemchon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia
yang cakap menurut hukum dan merupakan pemilih aktif yang memiliki hak pilih (hak
suaral serla telah menyalurkan hak suaranya secara sah dalam Pemilihan Umum
urituk memilin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia (DPFR Rl

. Bahwa Pemohen Il dan IV memiliki hak konstitusional atas jaminan kedaulatan

rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1845, serta hak
untuk turul serta dalam pemerintahan melalul mekanisme perwakilan sebagaimana
dijamin dalam UUD NRI Tahun 1845, Mandat kedaulatan tersebut secara sah telah
dititipkan dan didelegasikan kepada wakil rakyal yang duduk di DPR RL

Bahwa hak dan/ateu kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemochon
telah dirugikan oleh berakunya Undang-Undang yvang diuji, dengan berlakunya pasal
a quo yang memungkinkan Pemenntah/Eksekulif untuk mengikatkan din pada
perjanjian internasional berdampak luas tanpa persetujuan DPR Rl hak kedaulatan
Pemohon Il dan IV telah dirugikan secara nyata. Suara yang telah diberikan oleh
Pemohon il dan 1V kepada DPR Rl menjadi tidak bermakna (meaningless) karena
fungs! pengawasan dan persetujuan {represantasi suara rakyat) oleh DPR Rl telah
diabaikan, dipangkas, atau ditunda cleh norma a quo begitu pula sikap DPR Rl yang
diamy Pasif afas tindakan Eksekutif atas Peraniian Internasionsl tersebul vang
tentunva dengan kepastian limitas! wakty,

. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifal spesifik

{khusus) dan akiual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang waiar
dapat dipastikan akan terjadi, dimana kerugian Pemohon Hi dan IV sangat spesifik
dan asktual. Pemohon kehilangan sarana checks and balances karena wakil yang
mereka pilih (DPR Rl dihalangl kewenangannya oleh undang-undang & quo.
Fenyerahan sebagian kedaulatan negara tanpa filter DPR secara langsung
mencederal prinsip keterwakilan Pemohon.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan beriakunva
undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional berupa
hilangnya makna hak suara Pemchon Il dan IV di DPR RI dalam hal persetujuan
pengikatan/perjanjian internasional adalah akibat langsung dari berlakunya norma
undang-undang a que yang memberikan celah bagi eksekutif untuk bertindak tanpa
persetujuan legisiatil yang jelas dan berkepastian hukum {limitasi waktu).

. Bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian hak daniatau kewenangan

k@gsﬁmsimai vang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Yang Mulia
Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka hak dan
kewenangan konstitusional Para Pemohon akan pulih. DPR Ri akan kembali memiliki
kw{eﬁaﬁgan penub dan mutlak untuk memberikan persetujuan secara tepat wakiu
se?smggaz suara Kgﬁa;ﬁaiaﬁ Pemohon [l dan IV dan Pemohon | dan Hisebagai %zeméaizi
berfungsi sebaga aiai kﬂﬁif@%}i%mééaﬁ kebiiakan eksakutif yang strategis, dimana
Pemohon 11l dan 1V telah menitipkan Amanan dan aspirasi DPR Rl sehingga dengan

tidak ada Persetujuan DPR R| maka pasti meruaikar termastb
Pemohon. p gikan Rakya{ termasuk Para

wa ? mengenai Macam - macam / apa apa saia
‘?e{zanyaa Internasional mana yang harus dibuat di DPR R, apakah ity ﬁwengfimg%zi%
ﬁeéaaia&aﬁ atau égggafgﬁ. Para Pemohon tidak membahas mengenai ftu kar&mé
sudah terang dan jelas dalam Undang -Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor

24 tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Konsitusi i )
I , ! Ust yang memaknai tenta if
perangian yang harus dibzhas di DPR 81 etyengm natentang Perjanjian



16, Bahwa Para Pemohon menindaklanjuti Perjaniian — perjaniian yang harus dibawa ke
PR RI yang pengesahannya dengan Undang - undang, maka wajib membawanya
/ diajukan ke Persidangan berikuinya untuk disstujui atau ditolak

17 Bahwa berdasarkan uraian kerugian hak konstitusional di atas. terbukti secara sah
dan mevakinkan bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi Kedudukan Hukum {Legal
Standing), untuk berlindak sebagai Para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-
Undang 2 quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perianjian internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 4012, Tenggal Diundangkan: 23 Okicber 2000)
sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1845, dalam pasal-pasal berikut

a. Pasal 1 ayat (3}, vang menyatakan:
“Negara indonesia adalah Negara Hukum”

Dalam konteks hukum iata negara indonesia, keterlibatan dalam organisasi
internasional yang memiliki kewenangan "supra-nasional” (seperti hak veto di
tangan individu atau konsenirasi kekuasaan pada ketua) merupakan bentuk
pengalihan sebagian kedaulalan {imilation of soversignty). Jika hal ini
dilakukan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DFR - R}, maka tindakan tersebut mencederal prinsip negara hukum vang
mensyaratkan setiap tindakan penyelenagara negara harus memiliki legtimasi
dan prosedur hukum yang sah.

b. Pasal 1 ayat (2} UUD 1845 (amandemen) tentang kedaulatan rakyat.

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”

Rakyat melaiui DPR harus mengetahul dan menystujui kontrak internasional
yang mengikat kedaulatan mereka. Perjanjlan Intemational tanpa persetujuan
DPR adaiah bentuk pengabaian kedaulatan rakyat

¢. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sering disebut sebagai "pasal sapu jagat” untuk
membangun kedudukan hukum {legal standing). Pasal ini menjamin hak setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil.

2. Hubungan antara Pasal 28D ayat {1} dengan kerugian konstitusional Khususnys
Pemohon | dan |l dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut-

& Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum yang Adil
Pamohon memiliki hak konstitusional agar setiap tindakan pemerintah, terutama
vang meﬁgskgt negara di level internasional, dilakukan hefciasarkén” prosedur
%‘;s,zi:um yang jelas dan transparan. Ketika Pemerintah mengesahkan perjanjian
;ﬂierﬁaszaﬁg yang berdampak luas hanya meialui Peraturan Presiden éeégaﬁ
mgaggsamgmg%an Pasal 10 UU 24/2000 dan Pasal 14 ayat (23 UUD ‘E%@%ﬁ Qéaka
iéé}éiﬁé ketidakpastian hukum. Pemohon dirugikan karena norma Pasal g{} Uij
24/2000  yang bersifat  multitafsic membiarkan pemerintah  melakukan
pengesahan tanpa persetujuan DPR. R

Dan harusiah selaras dengan bunyi Pasal 22 Ayat (2 KR! 1045 fepinisf
amandemen) ¥ - Ayat (2} UUD NRI 1945 (setelah
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"Beraturan Pemerintah ftu harus mendapat persetyjuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut”

yang mana harus terdapat kepastian limitasi waktu,

. Kerugian Konstitusional Spesifik dan AktualiPotensial

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengawasan penegakan hukum,
Pamohon | dan I memiliki kepentingan agar mekanisme checks and balances
antara eksekutif dan legislatif berialan sesuai konstitusi.

%

%

Kerugian Aktual:

Pemochon terhambat dalam menjalankan fungsi kontrol sosiainya karena
proses ratifikasi yang terdutup (tanpa keterlibatan DPR) menghilangkan ruang
partisipast publik dalam menelagh isi peranjian, Pemohon | lerkai
kepentingan adanya Pengawasan oleh DPR Rl dan Anggaran yang mana
perlu diawasi Pemchon | sebagai Pencegahan Tindakan Koruptif, dan
Famohon 1| terkait Penegakan Hukum untuk mengawal dan memastikan
Perianjian Internasional taat asas dan tast aturan maka Peranjian
Intemasicnal harus digjukan Limilasi dan wiib digjukan ke DPR Rl pada sidang
berkulnya untuk disetujui atau ditolak.

Kerugian Potensial:

1) Bahwa Hukum Tata Negara Menclak Pemberian Kewenangan Tanpa
Batas. Bahwa prinsip dasar Negara Hukum (Rufe of Law) sebagaimana
diamanatkan Pasal 1 ayal (3) UUD 19845 mensyaratkan adanya
kepastian hukum {Jegal cerfainty). Femberian kewenangan kepada
Presiden untuk meminta persetujuan DPR dalam pelaksanaannya
adalah bentuk pelembagaan ketidakpastian hukum. Tanpa ‘waib
meminta persetujuan” tereduksi maknanya menjadi sekadar “imbauan
moral" yang pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada niat baik
{good willy dan selera subjektif eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan
vang sehat, kekuasaan tidak boleh disandarkan pada niat baik semata,
melainkan harus diikat cleh aturan main yang limitatif guna mencegah
kekuasaan absolut,

2} Bahwa Penundaan Berlarut {(Undue Delay) Membuka Ruang Gelap Bagi
Pelaksanaan Perjanjian Secara Sepihak. Bahwa kefiadaan pembatasan
“harus mendapat perssfujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”
memberikan legitimasi terselubung bagi Presiden untuk melakukan
pgsm?aaﬁ berlarut-larut {undue delay) dalam menyerahkan dokumen
peraniian kepada DPR. Selama masa penundaan tersebut, eksekutif
{;iagsaf: berdalih bahwa perjanjian telah ditandatangani dan karenanya
miulsi menjalankan komitmen-komitmon tokeis i viagaizgam imm&sa&&
fzée§;k§§<3fz penyerapan anggaran negara, rekrutmen personel, atau
zaggaah-iaﬁgx,ah diplomasi pertahanan dan keamanan, di luar §a§g’kau3n
radar pengawasan DPR RI. Penundaan berlama-lama ini acéa%yaiﬁ bentuk
nyata dari aizz{sa of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena aéss&é:aﬁ%
secara sengaja menghindari proses checks and balances.

Bahwa %ieiiaz::?aasz “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Qaﬁgga? {DPR)" Menciptakan Kondisi Fait Accompli (Keterpaksaan) Bagi
DPR ‘5%% dan Merugikan Keuangan Negara. Bahwa jika Presiden pery
persetujuan @APSE, Rl saat perjanjian ditandatangani dan ﬁigéiankan maka
pada saat perjaniian tersebut akhimya diajukan ke Parlemen, &?éia%zr;a

o
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dihadapkan pada situasi faif accompli (kondisi yang sudah teradi dan
tidak dapat diubah) DPR akan dipaksa untuk menyetujui perjanjian
tersebut dengan dalih bahwa "negare sudah telanjur tenkat’, "anggaran
sudah telanjur keluar”, ateu "reputasi internasional negara akan hancur
jika dibatatkan". Praktik menyandera persetujuan legislatif melalul
penundaan beriarut ini jelas merupakan pelanggaran konstitusi tingkat
tinggi vang merampas kedaulatan rakyat dan membuka potensi kerugian
negara secara masif akibat ketiadaan pengawasan (blind spof) dari Para
Pemohon maupun masyarakat sipil lainnya.

4} Bahwa "Pengesahan peranjian internasional dilakukan dengan Undang
- Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dalam persidangan yang berikul, apabila berkenaan dengan: ..", Adalah
Antitesis dari Abuge of Power. Bahwa untuk mencegah terjadinya abuse
of power berupa taklik untuk tanpa “harus mendapat persetujuan Dewan
Ferwakilan Rakyat (DPR)", Mahkamah Konstitusi sebagai pengawsl ala
tertib bernsegara harus memberikan tafsir konstitusional yang mengikat
dengan menetapkan batas “harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR}". Sekaligus dapat memblokir niat buruk {mala
fide} kekuzsaan untuk menyembunyikan pelaksanaan perjanjian
strateqis dar pengawasan publik dan Parlemen,

©. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband)

1

2}

3}

Adanya Tindakan/Norma sebagai Sebab (Corzaak): Bahwa "Sebab” utama
dalam perkara ini adaiah bedakunya norma Pasal 10 dalam “Pengesahan
perjanjian  internasional dilakukan dengan undang-undang apabila
berkenaan dengan @ ..." yang bersifat inkonstitusional secara bersyarat, di
mang pasal tersebut mewajibkan persetujuan DPR namun secara sengaia
mengosongkan Balasan “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR}". Kefiadaan limitasi Persetujuan ini memberikan legitimasi
bagr eksekutif untuk menunda-nunda pengajuan persetujuan atas perjanjian
strategis  (politik, perdamaian. pertahanan, dan keamanan} vyang
membebani keuangan negara.

Adanya Kerugian sebagai Akibat (Gevolg): Bahwa "Akibat" yang timbul
secara langsung adalah hilangnya fungsi kenitrol Pemohon (lewat
representasi di DPR) atas penggunaan uang negara.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat {DPR} dalam
ﬁ&fs?s?angan yang benkut, apabila tidak dilakukan maks akan berpotensi
memg@éuikaﬁ kerugian negara dan praktik korupsi. Kerugian ini bukanlah
%:&;f;ig%%ri yang bersifat hipotetis. melainkan kerugian yang ryata dan pasti
terjadi karena mekanisme checks and balances meniadi lumpuh selama
masa penundsaar tersebut, |

Rantai Hubungan vang Tak Terputus:

« lLogika Pertama: Jika Pasal 10 ada dengan syarat sebagaimana
permohonan, maks Presiden dipaksa sscara konstitusional untuk
segera transparan kepada DPR, sehingga Pemohon dapat mengawal
segala Perjanjian Internasional sejak dind,
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4}

5

. Logika Kedua: Karena Pasal 10 TIDAK memiliki Hatasan “harus
mendapat persstujuan Dewan Perwakilan Rakyat {DPRY”, Presiden
memiliki diskresi absolut untuk melakukan penundaan berlarutlarut
{undue delay) dan dapat menyebabkan ada tarik menarik kepentingan.

. Konklusi Penundaan tersebut secara langsung memutus axses
pengawasan DPR dan masyarakat sipil (Pemohon i dan 1V}, sehinggs
uang negara dikeluarkan tanpa mandat hukum yang sah. Hal ini
menciptakan kondisi fait accompll yang merugikan hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum dan tata kelola pemerniniahan yang
barsih,

Kerugian Tidak Akan Terjadi Jika Norma Diubah: Bahwa apabila Mahkamah

Konstitusi mengabulkan permohenan Pemohon dengan menambahkan

permaknaan

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang -
Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang
herikutnya untuk disetujui atau ditolak "

maka kerugian konstitusional Para Pemohon berupa hilangnyas hak
pengawasan fidak akan terjadi lagl Dengan adanya Batasan “harus
mendapat persetyjuan Dewan Perwakilan Rakyat (DFR)", celah abuse of
power melalul penundaan beriama-lama akan tertutup, sehingga hubungan
sebab-akibat antara norma yang multitafsir dengan kerugian negara dapat
diputus secara hukum.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-HE2005 dan
putusan-putusan selanjulnya telah menentukan 3 (lima) parameter
kumuistif kerugian hak konstitusional, Para Pemochon memenuhi kelima
parameter tersebut secara mevakinkan dengan penjabaran sebagai berikul:

a) Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon vang Diberikan oleh UUD
1848

» Bagi Pemohon | dan !l (Baden Hukum/LSM): Memilki hak
konstitusional atas pengakuan, laminan, perlindungan, dan
kepastian hukum vang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1848}, seria hak
untuk memajukan dinl dalam memperuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarskat, bangsa, dan negaranya
{Pasal 28C ayat 2 UUD 1945) dalam bentuk pengawasan terhadap
tata kelola keuangan dan pemerintahan negara yang bersih.

« Bagi Pemchon U dan IV (Perorangan Warga Negara) Memiliki hak
atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1545) seria hak atas
perindungan diri pribadi, kehormatan, martabatl, dan hak atas rasa
aman (Pasal 286G ayat 1 UUD 1945) dari implikasi kebijakan negara
di tingkat internasional. Kedaulatan mereka disalurkan melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesual Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,

b Hak Konstitusional Tersebut Dirugikan oleh Berdakunya Undang-
Lfﬁ:iiaﬁg yang Diuji Berlakunya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
'i”a‘;}m 2000 tentang Perjanjian Internasional, kﬁ:;sss;’sya karena
kegaﬁgaﬁ yang mernberikan limitasi yang pasti bagi Presiden untuk
;&ﬁg&;g%gg fancangan undang-undang  pengesahan  pejanjian
miefﬁasmai kepada DPR. Kekosongan norma ini telah melegitimasi
praklik membuat Perjanjian  Internasional ‘mendapal  persetujuan
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". oleh eksekutif yang secara langsung
memangkas hak padisipasi dan pengawasan para Pemohon.

8} Kerugian konstitusional bersifat spesifik, aktual, dan potensial yang menurut
penalaran wajar pasti terjadi kerugian Para Pemohon bukanlah kerugian
yang bersifat fikiif atau imajiner, melainkan sangat spesifik, telah terjadi

(akiual}, dan memiliki ancaman nyata yang tak terhindarkan (potensial}:
a) Elaborasi Kerugian Bagi Pemohon | {(MAKI) dan Pemohon il (LP3HI):
» Kerugian Aktual: Ketiadaan Batasan “harus mendapat perselujuan

Dawan Perwakilan Rakyat (DPR)” dalam norma & quo menciptakan
kevakuman hukum saat ini juga (actually), di mana eksekutil dapal

menahan dokumen perjanjian strategis dan DPR. Akibalnya, fungsi
kslembagaan Pemohon | dan I untuk melakukan deteksi dini (early
warning system) dan kontrol publik terhadap potensi kebocoran uang
negara menjadi lumpuh dan terhalang secara sah oleh undang-
undang.

« Kerugian Potensisl (Pasti Terjadiy Tanpa batasan “harus mendapal

persetujusn  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)", Pemohon
dihadapkan pada kepastian terjadinya takik faif accompll (kondisi
keterpaksaan). Eksekutf dapat meralifikast penanjian secars
sepihak maka kerugian negars menjadi tidak dapat dipulibkan
{irreversibley. Ini adalah kerugian potensial yang mematikan esensi
keberadaan lembaga anti-koupsi seperti Para Pemohon.

i) Elaborasi Kerugian Bagi Pemohon [il dan Pemohon IV {(Perorangan
Warga Negara):

*®

Kerugian Aktual: Hak konstitusional Para Pemohon atas kedaulatan
{yang dititipkan kepada wakilnya di DPR) secara aktual sedang
diamputast  (di-bypass). Ketka instrumen peranjian  vang
manyangkut batas kedaulatan, keamanan, dan pertahanan dibuat
lanpa ada kepastian kapan akan diuji oleh DPR. warga negara
secara seketika kehilangan "kepastian hukum” yang dijamin Pasal
28D ayat (1),

é‘éemgiam Poia{;'sigi (Pasti Terjadi}: Perjanjian yang menyangkut
&eﬁaviatsr&ﬁp@m}% imenundukkan diri pada pihak asing/hak veto
mggai} alau jzin pertahanan/militer asing berimplikasi pada
zr;fi{gsasg nyata terhadap keselamatan dan stabilitas negara
Apablla Presiden tanpa “harus mendapat persefujus ewan
Apavia_Presid n { persetujuan Dewan
iﬁ%ékﬁf&ﬁ _f«?akygs* {{{.}?Rj, meka Pemochon berpotensi besar
“‘i:s’ffé% ke éa}am krisis geopolitik atau kondisi darurat keamanan
;;%5 fiizis*g&?ﬂ?; ;e;set;z;t membahayakan hak atas rasa aman (Pasal

aya D 1945}, tanpa pernah memb rsetujuar
melalui mekanisme demokratis. erbentan peshijuan

¢} Adanya Hubungan Sebab-Akibat {Causaal Verband) vang Kapst dan

L§§gsun§ Terdapat kausalitas ¥yang iak te
diuji dengan kerugian Pemohon:

#

rputus antara norma yany

fsfaiz {Oorzaaky. Pasal 10 UU 24/2000 mewajibkan pengesahan
dengan Undang-Undang, tetapi sengaja/abal tidak memb&ﬁ%&%‘s

batasan “harus mend: rSolui ) _,
{@pg}'; éf}cfaﬁ&g w{geﬁ{{ﬁgﬁ Dawan Perwaliisn 5%55{};5?
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« Aksi Ketiadaan Batasa ‘harus mendapal persstyuan Dewan
Parwakilan Rakyat (DPR) ini melegalkan Presiden untuk
melakukan/menjalankan perjanjian Internasional hanya dengan
dassar execulive agreement (Perpres/Keppres).

+ Akibat (Gevolg): DPR dan masyarakat sipil (Para Pemohon)
kehilangan momentum untuk mencegah kesepakatan internasional
yang merugikan kesuangan negara dan mereduksi kedaulatan.
Akibat langsungnya adelah lumpuhnya mekanisme checks and
balances serta hilangnya perlindungan hak konstitusional Pemohon
secara faktual

d) Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian
Tidak Akan Terjadi Lagi

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitus)
memberikan {afsir inkonstitusional bersyarat dengan menyisipkan
“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang -
Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
{DPR} dalam persidangan yang berikut, apabifa berkenaan dengan.
" sejak ditandatanganinya peranjian @ quo, maka kerugian
konstilusional Para Pemochon seketka terpulihkan. Adanya
kepastian harus mendapat persefyjuan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR}  akan memaksa eksekutif untuk lunduk pada transparansi
arah kebijakan luar negeri dalam hal peranjian internasional dan
kedaulatan, menutup celah fait accompli arah kebijakan luar negeri
negara oleh Pemerintah / Eksekuti, serta memastikan rakyat
{lermasuk Para Pemohon) teriindungi oleh mekanisme perselujuan
pariemsn,

7y Dampak Kebijakan Pertahanan dan Perdamaian: Bahwa objek dari

8

Padel

pefanjian a guo menyangkut domain Politik, Perdamaian, Pertahanan, dan
Keamanan. Perjanjian di bidang-bidang ini berimplikasi langsung pada
posisi geopolitik, stabiliias keamanan nasional, dan potensi pelibatan
negara dalam pusaran konflik atau komitmen intemasional vang dapat
memengaruhi keselamatan hidup warga negara secara langsung.

Bahwa oleh karena Pasal 10 membiarkan Presiden Hepublik indonesia
menandatangani dan memberlakukan perianjian pertahanan/ keamanan
tanpa batasan persetujuan DPR RI, maka Para Pemohon Perorangan
dipaksa untuk tunduk dan menanggung risiko atas perubahan mgmr
kfﬁamaﬁa,’; atau politik luar negeri negara yang tidak permnah diuji atau
disetujti oleh wakil rakyat di Parlemen. |

Kerugian Para Pemohon Perorangan berupa terengguinya "RASA AMA

DAN KEPASTIAN HUKUM® Ketiadaan ba%asgg “'?}:ams{ me&da?&i
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)" membuat nasib keamanan
pertahanan, dan keterikatan politik negara berada dalam status yang tidak
pasti g:;an sepenuhnya ditentukan secara sepihak cleh kekuasaan e&gake;%éf
Pembiaran {undue delay} ini menghilangkan hak periindungan berlapis bagi
warga niegara yang seharusnya diwujudkan melalui mekanisme checks and
?afanaﬁez di DPR RI sebelum negara mengikatkan dini pada perjanjian
reamanan atau perdamaian yang berisiko tinggt. f |
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3 Banwa selain ity Kerugian Rill Pemchon [l dan IV jelas telah dyamin Hé%
Konstitusionainya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyalakan

“‘Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemenntah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan unfuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial..”
Alinea ke-4 tersebut merupakan mandat fundamental bagi setiap penyelenggara
negara, khususnya Presiden, bahwa setiap kebijakan—terutama yang berkaitan
dengan perdamaian dan ketertiban dunia—harus diletakkan dalam kerangka utama
yaitu periindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Oleh sebab itu bersumber langsung dar pengabaian mandat Perlindungan Warga
Negara dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945

a.

Hak Atas Perlindungan Negara Sebagal Hak Konstitusional Dasar. "melindungi
segenap bangsa Indonesia” dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 bukan
sekadar kalimat puitis, melainkan norma hukum tertinggi yang memberikan hak
bagi setiep individu warga negara (lermasuk Pemochen Il dan V) untuk
menuntul perindungan maksimal dari negara. Pedindungan ini mencakup
perindungan dan dampak kebijgkan politik luar negeri dan pertahanan vang
berisiko tinggl.

Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verbandy:

Sebab: Pasal 10 huruf (a) tdak membatas “harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (DFR}”.

Aksi Eksekutif: Presiden dapat mengkatkan negara pada perianjian
internasional vang secara fakiual berada di zona konflik berbahaya
{sebagaimana fakia kekerasan di Palestina baru-baru ini).

Akibat. Tanpa persetujuan DPR, negara telah mengekspos warga
negaranya ke dalam rsiko geopolik dan keamanan tanpa mekanisme
pengamanan (safeguard) dari lembaga perwakilan.

?@iér;:;giaf}f Femohon Perorangan mengalami kerugian berupa hilangnya
Jaminan “f}gfiéﬁifﬁﬁg&ﬁ segenap bangsa® karenz negara membiarkan
diinya  terkat pada komitmen internasional yang  berpotensi

membahayakan keselamatan warga negara tanpa adanya kontrol
demokratis yang segera.

Ketiadaan Batasan “harus mendapat persetujuan Dewan Perwskilan Rakvat
{Q?E?}”*ﬁe%:}agai Kegagalan Negara Melindung Warga: Pembiaran penundaan
persetujuan LPR {undue delay) dalam perjanjian Internasional atay pertahanan
i}ergris membiarkan warga negara berada dalam "zona bulz” informasi dan
;;er%me%z;pgaﬂ‘ Jika terjadi eskalasi konfiik yang berdampak pada warga éegam
fnég:}es;s& pemerintah tidak dapat memberikan petiindungan maksimal &arﬁ%
legalitas Kéﬁu%iiﬁi&ﬁ Indonesia dalam perjanjian tersebut belum diuji oleh D?%
Olgh k&%‘&ﬁg iy, batasan “harus mendapat persetujuan Dewan ?emaé:ﬁéé
Rakyat (DPR)” adalah bentuk konkret dari pelaksanaan mandat Alines ke-4
?fs.*ml;gkaaﬁ UUD 1845 untuk memastikan perlindungan warga negars tidak
ditunda-tunda oleh kepentingan eksekutif semata. ' | E
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d. Bahwa Kewajiban Meminta Persetujuan DPR adalah Instrumen Konstitusional
yrtuk Melindung! Tumpah Darah indonesia.

Sahwa Mshkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 10 hurdf (&) harus
merujuk pada roh Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1845 Tugas negara uniuk
“melindungi segenap bangsa” tidak boleh disandera oleh proses administratif
hanya pada tingkat Eksekutif. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan
perdamaian dan keamanan memiliki implikasi langsung tsrhadap keselamatan
iwa dan rags warga negara,

Apabila Presiden menandatangani  perjanjian  namun menunda-nunds
pengajuannya ke DPR, maka Presiden telah mengabaikan perintah
konstitusional untuk melindungi warga negara melalui mekanisme checks and
balances, Penundaan tersebut berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi
yang lemah atau terjepit dalam konflik internasional yang dapat mengancam
keselamatan Pemohon I dan IV sebagal warga negara. Dengan demikian,
harus ada batasan hukum agar mandat "melindungi segenap bangsa” tidak
dilanggar melalul penundaan pengesahan perjanjian yang berisiko tinggi,

Jika permohonan dikabulkan dan Mahkamah berkenan memberikan tafsir yang tegas
bahwa perianjian intemasional semacam contoh :

4. Perjanjian Luar Negeri Terkait Perdamaian.

b. Peraniian Luar Negeri Terkait Pertahanan Negera (MDCP atau [zin Lintas

Udara): Menyangkut kedaulatan wilayah dan modernisasi persenjataan.

waijib melalui Undang - Undang {Perselujuan DPR), maka ketidakpastian hukum
tersebut akan hilang dan hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 280 ayat (1)
kembali terjamin.
Bahwa dengan ketiadaan frasa vang mewajibkan batas wakiu pengajuan kepada
DPR dalam Pasal 10 UU 2 quo telah mereduksi instrumen checks and bealances.
Kekosongan norma ini mematikan fungsi pengawasan legislalil secara struklural,
karena UU fidak memberikan landasan hukum bagi DPR untuk memaksa Eksekutif
menyerahkan draf perjanjian secara tepat wakiu,

Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma, adaiah
sebagal berikut

Pertentangan Konstitusional: Kedaulatan Negara dan Prinsip Bebas-Aktif

Pelanggaran Prinsip Politik Luar Negeri "Bebas-Aktf’ Prinsip "Bebas” berarti
indapas%g tidak meminhak pada kekuatan-kekuatan dunia yang tidak sesuai dengan
kepgﬁbaﬁf‘aﬁ bangsa, sementara Ak berarti Indonesia berkontribusi §3§3
g}%rdgmﬁaim sﬁuﬁia berdasarkan kemerdekaan. Hal ini mencederai am«ééé‘s
sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan %Qééﬁgﬁé ikut
melaksanakan keterliban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan 5@&5;
bukan berdasarkan dominasi kekuatan tunggal. i )

Samszs g}&t}gawaiar% terhadap uang negara secara mutlak mMencakup pengawalan
terhadap proses isf‘%im}fa kewajiban atau beban keuangan negara y@ng’ timbul dari
ésua%sz Perianjian. T§ﬁ§8k$§§ ?fggiéeﬁ yang menandatangani perjanjian Internasional
anpa gdanyg persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara nyata
%‘i{‘ié{%g%’%ﬁaﬁgi{aﬁ ruang pengawasan wakil rakyat {oversight and é&a’g&‘ér}f §u§c§§ﬂ§
yang menurut Para Pemohon dinilal Pasif atas Tindakan Eksekutif diatas.
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Bzhwa tanpa persefujuen DPR. uang negara menjadi sangat rentan terhadap
penyalahgunaan dan korupsi. Ketiadaan yang mewajibkan persetujuan DPR dalam
pasal & queo telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai komponen
masyarakat sipil yang kehilangan medium kontrol demokratis dan lansparansi
melalui lembaga perwakilan, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 280
ayat (1) JUD 1848,

Hak Konstitusional Pemohen i dan Pemohon IV yang Dirugikan Bahwa Femohon Il
dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945},
khususnya:

» Pasal 280 avat (1) UUD 1945 “Setizp orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum vang adil serta perakuan yang sama di
hadapan hukum.”

+  Pasal 28G ayat (1) UUD 1845 "Setiap orang berhak atas periindungan din
pribadi, keluarga, kehormatan, marabat, dan hara benda yang di bawah
kekuasaannya, seria berhak alas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yvang merupakan hak asasi”

Pemenuhan 5 (Lima) Svarat Kerugian Konstitusional Menurul Yurisprudensi MK
Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 008/PUU-II/2006 dan Futusan
Nomor 1UPUU/2007 telzh menentuken 5 (lima) syarat kumulatif kerugian
konstitusional, Pemohon I dan Pemohon IV memenuhi seluruly syarat terssbyl
dengan uraian

« Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1845 Bahwa
Pemohon il dan Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang sah,
sehingge secara otomatis melekat pada dirinya hak atas rasa aman dari potensi
instabilitas negara dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1845,

+ Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh beriakunya undang-undang
vang diuji. Bahwa hak atas rasa aman Pemohon [l dan Pemohon IV dirugikan
secara langsung oleh berakunya Pasal 10 undang-undang a quo. Ketiadaan
batasan pengajuan persetujuan DPR  membiarkan negara (eksekutif}
mengikatkan diri secara sepihak pada pedanjian tingkal tinggi (politik,
perdamaian, pertahanan, dan keamanan). Hal ini menempatkan nasib
%iﬁiﬁi’?au?%‘%&m keamanan nasional, dan posisi geopoliik Indonesia datam
keizéakpastfa& Keputusan pertahanan tanpa batasan persetujuan legislatift ini
merampas jaminan perlindungan warga negara dari potensi ancaman ketakutan
akibat kebijakan negara yang tidak terkontrol.

+ HKerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aklual, dan setidak-tidaknya
prdansisl yang menurat penalaran yang wajar dapat Gipastikan akan tenadi
83?}@{& kerugian Pemohon il dan Pemohon v sangat spesifik dan potensial
terjadi secara pasti, Menunda-nunda uji kelayakan (fit and proper test) dari DPR
terhadap suatu komitmen internasional menciptakan celah bahaya. Warga
negara dipaksa menerima status keamanan/politik fuar negeri negsara ‘gsng bisa
saja msm&shayaka;z kedaulatan atau memicu ketegangan, tanpa sempat
dicegah oleh wakil rakyat di Pademen.

« Adanya hubungan sebab-akibat {causal verband) antara kerugian dengan
undang-undang vang diuji. Bahwa terdapat hubungan logis dan langsung. Akibat
has‘éakw}ya Pasal 10 yang tidak membatasi harus mendapat ;}Eﬁﬁgijﬁaﬁ Qewaé
Perwakilan Rakyat {DPR), maka Presiden memiliki iegigifﬁasé {celah hukum)
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untuk menunda penyerahan perjanjian tersebut. Akibat dan penundaan (undue
delay) inllah hak atas kepastian hukum dan rasa aman Pemohon Il dan Pemohon
IV menjadi terignggar dan tidsk teriindungl

«  Apabila permchonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak
akan atau tidak lagi terjadi: Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan ini dengan memberikan {afsir konstitusional bersyarat berupa balas
harus mendapat persetujuan Dewan Parwakilan Rakyat {DFR), maka kerugian
Pemohion Il dan Pemohon 1V tidak akan terjadi lagl Hak atas rasa aman akan
kemball teramin karena setiap komitmen negara vang berisiko tinggl terhadap
keamanan dan perdamaian dipaksa unluk segera melalui mekanisme checks and
balances secara transparan,

« Ketiadaan ketegasan dalam Pasal 10 Undang - Undang a8 quo mengenal
pengkategorian penanjian internasional vang membebant keuangan negara
secara signifikan dan mereduksi kedaulatan negara telgh membuka ruang bag
Pemerintah untuk melakukan execulive agreement tanpa persetyjuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DFR - RI).

« Tindakan yang melampaul batas kewenangan (uitra vires) konstitusional ini
merugikan hak Pemohon sebagal entitas masyarakat sipil yvang menuntut
transparansi, kepatuhan pada hierarki hukum, dan pelibatan wakll rakyat {DPR -
Rl} dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebagaimana
dijamin daiam Pasal 280 avat (1) dan Pasal 11 ayat {2) UUD 1945,

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memiliki kepentingan langsung
agar tidak terjadi “Belum/Tidak Diajukan” tersebut dalam praktik ratifikasi perjanjian
internasional yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas ekonomi negara,

RMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM

. PE
1.

e

Bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 7 Tahun
2020 (selanjutnya disebut UU MK} menentukan bahwa: “Tethadap mater muatan ayat,
pasal, jisa,fsiau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, idak dapat dimchonkan
pengujian kemball.” Namun, Pasal 60 ayat (2) UU MK memberikan pengecualian:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud paua ayat {1) dapat dikecusalikan Jika maten muatan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahur 194  dijadikar
dasar pengujian berbeda.” hun 1948 yang djadikan

Eahwa lehih E’Bi’f}i}i Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomer 2 Tahun

621 tenia;ag Tata Beracara dalam Perkara Penguiian Undang-Undang memperlyag
pengecuslian iéf§ﬁ*bﬁii yang menegaskan bahwa permohonan g}eﬁguﬁangmcﬁés '
undang dapat digjukan kembali meskipun terhadap norma dan @aéei;z}eﬁgujiéé {baz;

uiil yang sama. sepanjasa alsens ;2 5
Standing bopma. Panjang  alasan permohonannya (alasan konstitusional/egal

Bahwa permohonan Para Femohon in ' ‘

3 per ! onon n casu TIDAK NEBIS
%‘\?f}mar 13/PUU-XVII2018 karena memiliki ity
permohonan (dasar argumentasi} yang se
sebagai berikut: ‘

| BIS IN IDEM dengan perkara
dasar kerugian konstitusional dan alasan
cara fundamental berbeda, dengan uraian

a gg; i&gﬁfﬁzjjg j §§i§§«?€‘sf§f§ﬁ13 (Hanya Menghapus Daftar Tertutup). Putusan
K onstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 pada pokok tus bat
Pasal 10 UU 24/2000 tidak laa; i teriutup (exhagutve o o2
/U 24 gt bersifat daftar tertutup {exhaustive fisf), melainke
| | 7 dak ulup {exf 1513, melainka
dapal diperiuas untuk jents parjanjian lain yang menimbulkan 33{%%3;% ik.fas: ggs
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“~d

mandasar. Penentuan apakah sualu peranjian berdampak luas atau tidak
diserahkan Mahkamah pada mekanisme "konsultas?” antara Pemerintah dan DPR,

b. Alasan Permohonan Baru (Tidek Adanya Mekanisme Quality Confrol Wajib untuk
Perianjian Dua Tahapan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomeor 13/PUU-XVI2018
masiht menyisakan persoalan fundamental {residy) yang belum dijawab dan dinilai
gleh Mahkamah. Mahkamah pada putusan lerdahulu menitikberatkan tefsir
persetujuan DPR hanya pada jenis perjanjian internasional yang pembentukannya
melaiui 3 (tiga) tahapan. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan celah
ketatanegaraan yang digunakan oleh Pemenniah untuk mengeksploitasi "perjaniian
2 (dua) tahapan” {seperti Memorandum of Understanding / Mol atau Exscutive
Agrsement). Pemerintah secara sepihak mengklasifikasikan perjanjian-perjanian
yang berdampak luas (seperti penyerahan ruang udara FIR ke Singapura, atau
Fagam Board of Peace) sebagai perjanjian sederhana yang cukup disahkan
dengan Peraturan Prasiden stau berlaku mengikat ssjak ditandatangani.

Disparitas Mekanisme Penilalan (Pembanding UU Perdagangan), argumentasi
Pemohon in casu secara spesifik menyoroti idak adanya mekanisme Qualify Control
yang pasti dalam UU 24/2000 dibandingkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. Dalam UU 7/2014, setiap perjanfian mutlak wajib diserahkan ke DPR
dafam waktu 80 hari untuk diputuskan periu tidaknya pengesahan dengan Undang-
Undang. Sementara pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI2018, prosedur
“konsultasi® di UU 24/2000 tetap bersifat fakultatif dan amat bergantung pada itikad baik
{subjektivitas} Pemerintah, yang fakianya telah terbukti merugikan Para Pemohon
secara konkrel.

Bahwa Para Pemohon menyadari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Peranjian Internasional pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, salah satunya
melalui perkara yang membuahkan Putusan Nomor 13/PUL-XVI2018. Namun
demikian, Permohionan a quo sama sekali bukan merupakan perulangan (Ne Bis In
Idem) dari perkara tersebut.

Perbedaan Alasan Permohonan (Kerugian Konstitusional yang Fakiual dan Baru)
Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 diajukan dalam konteks normatif yang bersifat umum
terkait ketidakpastian "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 10, Sebaliknya, permohonan
@ quo dilandasi oleh peristwa hukum yang bary dan akiual, yakni perjanjian
internasional oleh Eksekutif yang memenuhi syarat sebagaimana Undang Undang
Dasar 1948, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjaniian Internasional
dan Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 agar dalam permohonan ini wajib digjukan ke
UPR Rl pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak (Limitasi Waktu). Kerugian
konstitusional Para Pemchon dalam kasus ini adalah kerugian spesifik yang belum
pernah didalilkan atau dipertimbangkan dalam Putusan 13/2018. '
Perbedaan Objek Pemaknaan Para Pemohon

Dalam Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, Mahkamah menitikberatkan pada periuasan
makna Pasal 10 secara abstrak agar sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
Mamun, pulusan tersebut lernyata masth menyisakan kekosonganicelah hukum, di
mana Pemeriniah dalam praktiknya tetap tidak menafsirkan Perjaniian internasional
s%bgga% bagian dari kualifikasi Pasal 10. Oleh karena itu, permohonan a quc memohon
fafsir konstitusional bersyarat yang lebih spesifik dan rigid untuk mengatasi celzh
tersebut, arlinya jika memang sudah memenuhi syarat sebagaimana Putusan Nomor
13/PUU-XVI/2018, maka dalam Permachonan memohon untuk dimaknal
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"Pengesahan perjanjian infernasional dilakukan dengan Undang ~ Undang,
wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk
disetujui atau ditolak ™.
{Merujuk pada kepastian dalam Pasal 22 UUD 1945 Ayal 20 Perppu tersebut harus
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat {OPR} dalam persidangan
berkutnya.)
Perbedaan Petitum
Petitum yang dimohonkan Para Pemochon sama sekali berbeda dengan perkara
sebelumnya. Pemchon meminta Mahkamah menjafubkan putusan inkonstitusional
bersyarat {condifionally unconstituficnaly dengan rumusan tafsir spesifik mengenai
seluruh Peranjian Internasional yang wajib disahkan melalul instrumen Undang-Undang
{persetujuan DFR) atas kewajiban diajukan dengan limitasi wakiu sebagaimana
diislaskan diatas,

Rahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena argumentasi hukum (legal reasoning)
dan fokus isu konstitusiona! yang diajukan oleh Para Pemohon secara nyata berbeda
dan beslum dipertimbangkan pada putusan sebelumnya, maka Permohonan a quo
adalah TIDAK NEBIS IN IDEM dan telah memenubi syarat formil untuk dipenksa serla
diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Bahwa berdasarkan dalit-dalil di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan & guo
memaenuhi syarat pengecualian dan prinsip Ne Bis In Idem, dan dengan demikian
Permohonan & quo dapat diterima untuk diperiksa dan diputus pokok perkaranya,

Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan permohonan (posita) yang sangat

mendasar antara permohonan ini dengan putusan-putusan sebslumnya, sehingga
Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

V. ALASAN PERMOHONAN

1

Babwa untuk mengukur sejauh mana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjign Internasional telah mencederai Undang-Undang Dasar 1945, Para
?emf:t%;m mendalilkan suatu Hipotesis Konstitusional yang menguraikan proyeksi logis
dan faktual apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir bersyarat ieré"zaﬁag;
noma a quo, melalui Permohonan ini Para Pemohon membarikan gaﬁé?}éréﬁ
perbandingan sejarah bangsa dalem bemegara. '

Si?:;a sfbigas Pagégséing?ﬁ berdasarkan dokumen sejarah Undang-Undang Nomor
S z{;;; ! 23?5 ;&ﬁggaﬁ t;a%%x nyata yang menunjukkan kepatuhan pihak Eksekutif pada
fual masa rde | daru {mssa fransisi pasca-1965) terhadap Konstitusi dar Dewan

axilan Hakyat (DPR), khususnya dalam hal pengesahan parjanjian internasional

Bahwa fakia sejarah ini san “
£ Takia st gat relevan untuk memperkuat dalil permohonan :
y;izg;; ;g;sg;;;fg@;ewaw@ yéf}g membuktikan bahwa untuk perjanjian iﬁ%;g;é:gg
~ 4as, pemerintah sejak dahulu mematuhi konstitusi u
melibatian paemen Buprr. ’ an Nt amanat konstitusi uniuk
( Men. Bukl kepaiuhan Fkeekui i
Merujuk pada dokumen UU No. 5 Tahun %‘5;2:*? rhadap Legisiatt pada masa tersehu

a) Tunduk pada Amanat Pasal 11 UUD 1945 (Pelibatan Legislatif dal

Internasional) am Perjanjian

« Terkait DPR Rl ¢ tifikac
PR RI tidak meratifikasi persetijuan normalisasi hubungan dengan

Malaysia sscara sepihak {misalnya ' fut
* | sepihak nya hanya melalui Keputusan Presi
melainkan memajukan hasil perundingan tersebut ke Sidang {}??2463 {gfizi
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Perwakilan Rakyat Gotong Royong) uniuk secara resmi mendapatkan
persetujuan,

« Persetujusn yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966
tersebut pada akhirmya disahkan dalam bentuk produk hukum tingkat tinggi,
yakni Undang-Undang, dengan Klausul tegas: "Dengan persefujuen Dewan
Penyakilan Rakyat Republik Indonesia”.

b} Kepatuhan pada Hierarki Kelembagaan Tertinggi (MPRS dan Parlemen)

« Dalam bagian Penjelasan undang-undang, Pemerintah secara eksplisit
mengakul dan funduk pada landasan politik luar negeri yang telah digariskan
oleh Ketstapan MP RS No. Xl Tahun 1966,

»  Pemerintah juga menghormati kedudukan legislatif dengan msnyam;;s%ksn
rumusan pemikiran mengenai berbagai perscalan negara dalam bentuk Nota
tertanggal 5 Juli 1968 yang ditujukan langsung kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyal

¢} Transparansi Eksekutif Mengakhiri Kebijakan Berisiko Tinggi

« Keputusan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menempuh jalen
damai merupakan perubahan arah politik luar negeri yang sangat mendasar dan
berdampak luas pasca meletusnya peristiwa G-30-8/PKL

» Meskipun pada saat itu pihak Eksekutif (yang didukung kekuatan ABRI)
memegang kendal yang sangat kuat untuk mengakhiri persengketaan tersebut,
mereka tetap menempuh jalur konstitusional dengan membawa dokumen
persetujuan tersebut ke meja wakil rakyat (DPR-GR) untuk dinitai dan disahkan
hersama.

Dimana dokumen historis ini membukiikan, bahkan pada masa genting transisi
kekuasaan awal Orde Baru (1966), Pemerintah tidak melakukan bypass terhadap
Parfemen. Setiap perubahan arah geopolitik, pertahanan, dan perdamaian vang
menyangkut kedaulatan negara secara mutlak diserahkan ke DPR untuk dijadikan
Undang-Undang, hukan sekadar execufive agreement, ‘

?gphg? iifﬁia{iaazz batasan “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat
* Melahirkan Kelumpuhan “Checks and Balances” Akibat Pasinva Dews
Perwakilan Rakyat (DPR RI) fnya Dewan

a) Bahwa Secara Logika Ketatanegaraan, DPR R{ Adalah Pihak vai ing Diruai
‘ \  HER , yang Pal ;
dan Seharusnya Paling Vokal Bersuara. yang Paiing Dirugikan

iiriiiiikg ma;}cia; ?as&? 1 aga% ,g*z} %ﬁ.}i} 1945, DPR Rl memiliki hak untuk
mem&s%ani%?rgeg@%g atas perjanjian migmasmai vang berdampak luas dan
o e ke dii?ii“ﬁﬁgam §€»§=§f§ga mﬁfaisﬁkasi instrumen internasional berisike
| (soperi ¢ janjian sngmgsgm‘sai atau pakla pertahanan lainnya) fanpa
mem &feaaya ke meja ?aﬁemen, maka hak konstitusional. hak budgetary égn hak
gﬁggfasaa DPR P§§ f&fa?} dilangkahi secara telanjang. Secara iogika mk;;m Q?Q
seharusnya menjadi lembaga pertama yang melayangkan protes kﬁras;, %*sa%

inerpelasi, atay komplain kelembagaan kepada Eksekutif karena wawenangnya

diamputasi.

D) Bahwa Nyatanya DPR R| Menunjukkan Sika
Membahayakan Kedaulatan Negara, Fakiz e
ifzakrsys telah di-bypass oleh Pemerintah mel
(undue delay). DPR RI sama sekali fidak |
prosktif dari Legisiatif untuk memanggil

;}’?ssif dan Diam {Omission yang
mpins menunjukkan bahwa meskipun
Hlalui penundaan pengajuan perjanjian
terdengar suaranya. Tidek ada upaya
Eksekutif atay menagih draf perjanjian
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internasional tersebut sgar segers dibahas dan diuji kelayakannya. Sikap pasif,
diam, dan pembiaran (omission) dari lembaga perwakilan rakyat ini menunjukkan
adanya disfungsi mekanisme checks and balances antara cabang kekuasaan
Eksekutif dan Legislatif.

Bahwa Sikap Pasif DPR Tersebut Menjadi Legitimasi Bagi Eksexutif Untuk Terus
Melakukan “Penvelundupan Hukum™.

Ketiadaan tersebui dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000,
ditambah dengan bungkamnya DPR, seakan memberikan "cek kosong' kepada
Presiden. Pemerintah merasa nyaman untuk terus mengeksekusi komitmen
internasional, dan mengikat kedaulatan bangsa tanpa periu repol berhadapan
dengan perdebatan di Pademen. Jika dibiarkan, hal ini akan melahirkan prakiik
kekuasaan Fxeculive Heavy yang sewenang-wenang dan anti-kritk, di mana
negara dijalankan layaknya perusahaan pribadi tanpa audit demokralis dan inilah
yang senyatanya terjadi di Negara ini.

Bahwa Akibat Pasifnya Legislatif, Para Pemohon Mewakili Publik Harus Mengambil
Al Peran Penyelamatan Konshitusi,

Karena wakil rakyat yang sejatinya digaji oleh uang negara untuk melakukan
pengawasan ternyata tidak menjalankan fungsinya, maka Para Pemohon —sebagai
glernen masyarakat sipil dan Warga Negara Indonesia— terpanggil untuk
menyelamatkan tata kelola negara. Hal ini membukiikan Para Pemohon
mengalami Kerugian Langsung akibal "perseiingkuhan poliix” atau "pembiaran”
antar-lembaga negara ini, karena pads akhimya, kedaulalan dan uang paiak milik
rakyatiah vang dipertarubkan dalam perjanjian internasional yang disembunyikan
tersebut.

Bahwa é}iaﬁ Karena u, Limitasi "harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
fa?aé{gaf (DPR]" yang Tegas Adalah Satu-Satunya "Pecuf’ Konstitusional yang
P Breisa.

Sikap pasif DPR membuktikan bahwa norma yang hanya berbunyi "meminia
persetujuan’ tidaklah cukup. Norma tersebut sekadar menjadi imbauan moral *gaég
gw{sdah ;?iaba;kam Untuk membangunkan Legisiatif dari kepasifannya dan memaksa
§x§e§<§u§ ars%,gke taal asas, Mahkamah Konstitusi mutiak harus méﬂgénéeksikea
?g;tgf yang ngid--yakni harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan ?\’affg&?

iaf‘aza‘um%tgsé %gaa‘&%eﬁgheﬂékaﬁ Taktik “Fait Accompli®. Dengan adanya harus
;‘de‘r; Zg::af persefujuan i}e@ﬁ Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengikat ?f%ﬁétiefz
i ?k 153 iggz me&yami&mgg%an perjanjian, dan DPR RI tidak punya a} an fag
2;2 y ;iif;iéi }335551 agiasaa ini akan memaksa DPR untuk aktif i}érs
12 menguji Q@r;ar’;;i@ tersebut sebelum negara fedanjur o
kewajiban hukum internasional {pacta sunt servanda) yang mémaikaﬁém
Zsafaiagii:ig:iggg?izi ;3{;:326&3%351 institutional failure (kegagalan institusi)
Alz | ma 9 Senarusnya bekerja (DPRY justry o berfungsi
. | 58 L ORISTU gagal berfunog!
; gifgtigagéa;?z?;zizi norma. Aa:gumen it menempatkan aia? ?k%ahk;;ii
e 2 “R,ﬁg”4'¥§ 3 M . § ¢ VK )
darl pembioran o y& ‘wasil’ yang bisa menyelamatkan sistem negara

asan lagi
uara dan
w0k pada
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f.}’i

Bahwa ketiadaan pengaturan batas wakiu yang imperatif dalam Pasal 10 UU a gquo
secara struktural telah melumpuhkan fungsi pengawasan DPR R DPR RI kehilangan
instrumen hukum (legal basis) untuk memaksa Eksekulif menyerahkan draf perjanjian
secara tepat waktu, sehinggs menciptakan desain ketatanegaraan yang cacal dan
melahirkan hegemoni Kekuasaan Eksekulif (Execufive Heavy).

Bahwa perbandingan Hukum {(Comparafive Law) Urgensi Batasan Persetujuan
Pariemen di Negara Demokrasi Maju (Amerika Serikat}, sebagai bahan perbandingan
guna memperkoat konstruksi hukum Para Pemohon, prakik kelatansgaraan di negara
demokrasi maju seperti Amerika Serikat telah menerapkan mekanisme batasan “harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat {DPR}]” yang sangat kelat terkait
tindakan eksekutif yang mensyaratkan persetujuan parlemen (Kongres) Salah satu
implementasi nyata dari prinsip checks and balances ini dapat dilihat dalam pengaturan
War Powers Resolution,

Bahwa berdasarkan requlasi tersebut, hukum Amerika Serikat menetapkan instrumen
pembatasan kekuasaan eksekutif melalui Persetujuan yang mengikat, dengan perincian
sehagai berikut:

« Presiden Amerika Serikat memiliki kewajiban konstitusional untuk mendapatkan
persetujuan darn Kongres guna melanjutkan operasi militer atau peperangan.

« Undang-undang menstapkan tenggat wakiu 80 hari secara mullak yang mulaj
dinitung sejak Presiden memberikan pembentahuan kepada Kongres.

+ Apabila pericde 80 hari tersebut terewsti tanpa adanya otorisasi resmi dari
Kongres, maka pemerintah diwajibkan secara hukum untuk muiai menghentikan
operasi militer tersebut.

« Ketentuan ini secara tegas didukung oleh para anggota parlemen, sebagaimana
ditegaskan oleh Senator John Curlis bahwa aksi militer harus dihentikan setelah
50 hari kecuall Kongres membarikan otorisasi formal.

+ Mekanisme pembatasan ini dirancang sebagai ujian besar terhadap kewenangan
Kongres dalam mengawasi dan membatasi keputusan strategis eksekutif yang
berdampak luas.

Bahwa meskipun dalam praktiknya dapat terjadi perdebatan politik, seperti kiaim pihak
eksekutif bahwa hitungan 80 hari tersebut dapat dihentikan sementara {jeda) apabila
3@:‘3’3{3; gencatan senjata, keberadaan deadline ity sendiri tetap menjadi instrumen
?mz«:?m yang konkret. “harus mendapat persefujuan” tersebut bahkan menjadi pedoman
bagi para anggota parlemen unfuk mengubah sikap politknya dan  menuntut
penghentian operasi jika otorisasi tidak kunjung diberikan.

aariwa berkaca pada perbandingan tersebut, ketiadaan batasan dalam Pasal 10
Umag@g«l}aéaag Nomor 24 Tahun 2000 tentang Peranjian Inlemasiona §§$§§‘%§
;@@ncsy%akén kevakuman hukum yang melumpuhkan fungsi pengawasan Dewan
i arwakz}aﬁ Rakyat (DPR) Rl Tanpa adanya frasa penegas seperti “harus mendapat
?ﬁfﬁéfé‘i{{ﬁ&s’? {}e&%‘aa Perwakilan Rakyst dalam persidangan yang berikut”, pi‘?fék
ikseﬁﬁ;ﬁf {:%a;:sa; @egugﬁaﬁgande proses pengesahan perjanjian internasional yang
rusial, yang pada akhimya mengeliminasi hak konstitusional DPR untuk memberikan
Se{sam;uaﬁ’ atay ;3??5(%%3%&& Tepat kiranya jika Mahkamah memuius ’ bahwa
azjg::ﬂiiig;k;zﬁ:zsaggifﬁ mengesahkan perjanjian internasional harus dibatasi

; tuiuan  pardemen iy o i
consttusionmliom yars %%éé n parldemen vang jelas, selaras dengan prakiik
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7.

e

Bahwa Para Pemohon mendalikan bahwa keikuisertaan indonesia dalam perjanjian
internasional mutlak harus ditafsirkan sebagal peranjian vang walib mendapsat
persetujuan DPR, dengan alasan-alasan berikut

a)

¢

Potensi Pengikatan dan Reduksi Kedaulatan Negara (Aspek Politik dan Hukum}

Menyerahkan dirl pada struktur asimetris inl berpotensi mereduksi kedaulatan
negara dan berientangan dengan prinsip politik luar negern bebas-akif (ant-
kolonialisme). Cleh karenanya, pengawasan DPR mutlak diperlukan uniuk
mencegah penggadaian posist politik Indonesia.

Mekanisme Konstitusional Ratifikasi (Mandat Pasal 11 avat (1) UUD 1945) Pasal 13

ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden membuat perjanjian intemasional
lain yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bag! kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara mengharuskan persetujuan DPR

Persetujuan ini bukaniah formalitas, melainkan pangejawantahan kedaulatan rakyst.
Ratifikasi harus transparan; jika dilakukan secara diam-diam melalui execulive
sgreement, maka hal itu adalah penyelundupan hukum konstitusi.

Pertimbangan Strategis (Multifateralisme vs Dominast  Kekuatan  Terlentu)
Bergabungnya Indonesia ke dalam inisiatf unipolar bensiko melemahkan
mekanisme multilalerglisme Perserikatan Bangsa-Bangsa {(PBB). Klaim bahwa
keikutsertaan ini demi memperjuangkan Two-Stafe Solution bagi Palesting harus
diuji kesahihannya di meja DPR, untuk memastikan bahwa langkah ini benar-benar
demi perdamaian dunia (Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945} dan bukan sekadar
melegitimasi kepentingan hegemonik suatu negara.

HBahwa Terdapat Fakia yang menjadi Kerugian Para Pemohon secara Aktual, Eksekulif
Melakukan "Bypass” Parlemen Terhadap Perjanjian Strategis:

a} Bahwa Dalil Para Pemohon bahwa ketiadaan limitesi “harus mendapat persetujuan

b

9]

Dewan Perwskilan Rakyat (DFR)” dalam Pasal 10 UU 24/2000 digunakan sebagai
celah oleh Eksekutif untuk melangkahi DPR bukaniah sekadar hipotesis, melainkan
fakia yang ssat ini sedang berlangsung di depan mata publik.

Bahwa eksekulif telah memutuskan keteribatan dalam beberapa Perjaniian
Internasional tanpa persetujuan Legislatf. Merujuk pada pemberitaan media
nasional yang kredibel, Hukumonline, bertajuk "2 Manuver Diplomatik Ini Berpotensi
gsaf Metanggar Konstitusi dan Hukum Internasional” tettanggal 26 Februari 2026

zemngk&gfy&k%a”éa%?wa ?em&fis ah secara agresif telah mengambil langkah-
langkah {%ggic;maiﬁk §;§gkai tinggi (yang berpotensi mereduksi politik luar negeri
bebas-aktif) serta perjanjian dagang ART dengan Amerika Serikat.

Bahwa bukti faktual menunjukkan hak DPR dan mas el sed i
‘ 38T =2 3 nasyaraxal sedang disbaika
secara terstruktur, ’ "

Dalam pemberitaan tersebut, iokoh masyarakat sipil dan Ketua Umum YLBHI
mesega;skgn bahwa manuver diplomatik tersebut melanggar amanat Pasal 11 UUD
1945, {i{ mana "Sampai saat ini pedanjian dagang AS-indonesia dan keaﬁggﬁiaén
fﬁiﬁf)i’%ega dalam BoP Hu belum mendapat persetujuan dari DPR." Bahkan
;i:zziaiiatai éiersefsut dinfal memuat  Kausul-klausul yang m&nemgatﬁaa;
eatisian nuonesia pada posisi sub-ordinat 1 i larar
tekrtlog 50160 e fz e g}} b-ordinat (seperti larangan pengembangan
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dy Behws pembiaran tanpa batasan “harus mendapat perselyjuan Dewan FPerwakilan
Rakyat (DPR)” merupakan legalisasi otoritarianisme “gaya lama, bungkus barny.
Permohonan  incasu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan
memberikan batasan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR}, Pemerintah dapat terus-menerus menunda penyerahan draf perjaniian BoP
dan ART atau perjanian peranjian Intermasions! lainnyva ke DPR, sementara secarna
de facty komitmen-komitmen teknis (sepertl rencana pengerahan ribuan lentara
atau pembaiasan ekonomi) telanjur dialankan  Inllah wujud nyats dad
penghancuran checks and balances. Keliadaan batasan “harus mendapat
ersefujuan Dewan Perwakilan Reakyat (DPR)” dalam undang-undang 2 quo
menjadikan Pemerintah kebal dani pengawasan wakil rakyal, dan hal ini
kBertentangan dengan prnsip negara hukum dan kedzulatan vang dygamin oleh
konstiusi,

9. Bahwa contoh lain dari kerugian "aktual dan potensial” dari Para Pemohon (khususnya
Pemohen il dan Pamohon IV sebagai Warga Negara indonesia)
Bukti Fakiual Menunjukkan Perjanjian Internasional Tanpa Kontrol DPR Berpotensi
Mengancam Kedaulatan Digital dan Privasi Warga Negara (Kasus Klausul Transfer
Data dalam ART)

a. Bahwa Perjanjian Dagang ART Terbukii Bersinggungan Langsung dengan Hukum
Domestik (UU PDP). Berdasarkan fakla publik yang disorot oleh media
Hukumonlineg dengan tajuk “Fasilitasi Transfer Data dalam ART Tetap Berpayung
Uy PoP”

terungkap fakta baru vang sangat
krusial. Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade {(ART) antara Indonesia dan
Amerika Serikat ternyata memuat klausul mengenai fasilitasi fransfer data lintas
batas negara {cross-border data flow). Klausul ini secara langsung bersinggungan
dengan kedaulatan digital, keamanan siber nasional, dan yurisdiksi Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perindungan Data Pribadi (yang
selanjulniya disebut UU POP)

b. Bahwa Syarat Konstitusional Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 Telah Terpenuhi Secara
Sempurna. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa perjanjian yang
‘menimbulkan akibal yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat”
dan/atau
‘mengharuskan perubshan atau pembentukarn undang-undang”

mutlak vgaj%b disahkan dengan persetujuan DPR. Transfer data jutaan warga negara
faﬁaaesia ke yurisdiksi Amerika Serikat adalah isu keamanan nasional Yang
berdampak sangat luas bagi kehidupan rakyat (privasi). Lebih jauh, adaptasi kiéﬁsui
ART terhadap UU PDP mensyaratkan adanya tafsir atau ;}eﬁyésﬁaiag reqgulasi

domestik. Gleh karena itu, ART secara mullak harus berbentuk Undanael
il di mei ‘ o IS D idang-Undan
dan diuji di meja Parlemen. g-Undang

z. Sgéwa Penundaan Pengajuan ke DPR Mengakibatkan Pelanggaran Kedaulatan
Digital yang "Fait Accompli”. Ketiadaan limitasi harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR} dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 msmizeriks;g
;}f&%aaf{g bagi ?Rs&kﬁﬁf untuk memberiakukan kiausul transfer daia iessebuéseséfa
ﬁggﬁwmj melalui execufive agreement. Apabila infrastruktur transfer data ke pihak
asing ?giai‘g berjalan (fait accompli) sementara Pemerintah menunda untuk éﬁﬁmiﬁia
persetujuan DPR, maka kebocoran atau eksploitasi data rakyat indonesia telah
terianjur terjadi maka Kerugian ini bersifat ireversibel (tidak dapat dipulihkan). |

sl 23 dor 87



d.

Bahwa Limitasi harus mendapat persefujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DFR)
Adalah Katup Pengaman (Safeguard) Hak Privasi Warga Negara. Mengingat
krusialnya isu transfer data kependudukan dan nsiko keamanan geopoliik dalam
instrumen Perjaniian Internasional lain, ketisdaan batasan ‘harus mendapat
persefujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI” pengajuan ke DPR adalah bentuk
kelalaian legisiasi (legislative omission) yang fatal. Limitasi harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR} akan memaksa Eksekuti untuk
segera membuka "kotak pandora” perjanjian tersebut di hadapan wakil rakyat. Hal
ini guna memastikan bahwa tidak ada satupun data warga negara {Pemaohon lH dan
IV} atau kedaulatan negara yang digadaikan secara sepihak tanpa fit and proper
test dari institusi Legislatif. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap Privasi
Warga Negara dan Kedaulatan Digital (Cyber Sovereignty) yang diatur kuat oleh UU
POP.

10. Bahwa ancaman nyata terhadap kedaulatan negara akibat lemahnya pengawasan dan
kekosongan batas persetujuan pariemen:

.

Bahwa ketiadaan batasan “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
(DFR)" vang tegas bagi pihak eksekulif untuk meminta persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengesahan perjanjian internasional bukan
sekadar persoalan cacatl administrasi  ketatanegaraan, melainkan  telah
menciptakan celah hukum yang mengancam kedaulatan teritorial dan pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung,

. Bahwa insiden pelanggaran wilayah oleh militer asing semacam ini sangat srat

kaitannva dengan politik luar negeri dan perjaniian internasional, baik #u berupa
keria sama pertahanan, latihan militer bersama, maupun peranjian terkail Flight
Information Region (FIR) dan batas udara.

- Bahwa bayangkan apabila pihak eksekutif menandatangani sebuah perjanjian

mnternasional yang memberikan ruang, kelonggaran, atau akses tertentu kepada
kekuatan militer asing di wilayah Indonesia, namun eksekutif dengan sengsja
menunda-nunda penyerahan draf perjanjian tersebut ke DPR untuk {f%sa%zﬁeif%
menjadi Undang-Undang. Selama masa penundaan yang fidak memiliki batasan
tersebut, perjaniian secara de facto mungkin felah dilalankan atay éima&f&a&aé
;ieé; iﬁgi%a:ag asing, sementara DPR sama sekali dibungkam dari ;%aif

usionalnya u engevaluasi, | :anilan vang
msmt}g&a§a§<ai e dﬁ:ﬁag:r;gi&:éz?x, menyetujul, atau menolak perjanjien yang

Bahwa potensi militer asing yang dapat beroperasi atay “terbang seenaknya" di

ﬁ:;{a; ?:gzi;%;k izimiséa merzﬁakaﬁ dampak kausalitag dari temahnya instrumen
chech @ances. lanpa adanya frasa "harus mendar rsetu Jewa:
Perwarian Rasoms " ’ nafus mendapat persetujuan Dewan
fan | \ persidangan yang berikut” di dalam Pa '

’ ‘akyat ¢ sid ‘ sal 10 -
;izggr;%a?ugi? w;é:ga;izysi kgﬁ:?;’zf&gan momentum uniuk segers mammg&?f i?&i
m nanjian-perianiian  bilateralimidtiotarat o
sertahara aasic, perian) bilateralimultiaterai yang  merugikan

;rf;;:giiig?zga ;iﬂ‘ﬁikéaﬁ! pemaknaan bersyarat agar pengesahan perjaniian
e oona g}amg gaiﬂr égzzgaﬁ aaﬁ_zmg»ur;éaﬁg dan harus mendapat &%’i‘se‘{u};af}
oo persic nn%’ai? yang berikul. merupakan benteng konsfitusional yang
b ngﬁyégggm i; segeg diterapkan. Hal ini demi memastikan agar sei%aﬁ
v cééeh gigégsgﬁﬁaﬁ :S%r% Republik %m;igmesia tidak digadaikan atay
(opastion senqna ! éafi p&l‘%&i’é ;nég proses politk yang bedarut-lary tanpa
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11. Bahwa berdasarkan analisis Pandangan Prof. Hikmahanto Juwana Terkait Piagam &z}?

sebagaimana dalam media 0

terdapat & {lima) ;&%ﬁ kritisisme fundamental terhadap

?zégam BoP dalam kacamata Hukum Tata Negara dan Hukum Intemasional:

a.

Ruang Lingkup BoP Menyaingi Dewan Keamanan PBB! BoP bukan &e%:aégs;j
proposal damai lsrael-Hamas, melainkan memiliki mandat luas untuk mencampur
dasrah konflik global Hal ini berpotensi mengambil alih dan menyaing fungsi
Dewan Keamanan PBEB.

Kekuasaan Absolut Individu (Donald J. Trump) Melampaui Negara: Piagam BoP
mendesain Trump sebagai Penguasa Tunggal (Chairman) yang seumur hidupftidak
tergantikan (kecuali mundur/berhalangan). Chairman memiliki kuasa absolut
menentukan keanggotaan, menunjuk Pengurus Harian (Execulive Board), hingga
menjadi pemutus akhir sengketa antar-negara anggota. Ini menempatkan individu
di atas kedaulatan negara,

Pelanggaran Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1845): Menundukkan negara
pada organisasi di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang individu
asing jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat,

Pelanggaran Poliik Luar Negeri Bebas Aklif. Keikutsertaan dalam BoP
bertentangan dengan Pasal 3 UU Hubungan Luar Negeri, karena Indonesia tidak
bisa bersikap "bebas aktf' jika secara hierarkis tunduk pada keputusan absolul
Chairman BoP,

Kewajiban Mutlak Ratifikasi Melalui DPR {Pasal 10 UU 24/2000) Piagam BoP
mensyaratkan ratifikasi domestik. Secara hukum, BoP memenuhi 3 svarat mutlak
Fasal 10 UU Perjanjian Internasional yang mewajibkan pengesahan lewat Undang-
Undang (DPRY, vaitu

Masalah Politik: Terkait erat dengan geopolitik dan keamanan.

» Masaleh Kedaulatan: Menundukkan kedaulatan negara di bawah kekuasaan
Chairman,

?&{?‘ii}ﬁﬁmk&i} Kaidah Baru: Menciptakan preseden di mana kekugsaan individu
%é%}z%’% tingg! dari negara anggota (belum pemah ada dalam sejarzh organisasi
internasional vang dikuti Indonesia),

Bahwa Uimitasi Persetujuan itu adalah Instrumen Pencegah Ctortanianisme
Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, penetapan batasan harus mendapat
persefujuan Dewan Perwakilan Rakyaf (DPR) oleh Mahkamah Konstitusi adalah
satu-satunya instrumen penyelemat (constitufional safeguard) untuk memaksa
Eksekutif menghentikan "pemberiakuan sementara” vang sawe;aag»waﬂaﬁg, dan

segera mengembalikan hak kedaulatan rakyat ke meaja Dewan Perwakilan Rakyat

12. Penjabaran Teorstic

a.

Keadilan seﬁ%}ia;gai %fgamanfaaian (Utility): Berdasarkan tecri Gustav Radbruch
hukum memiliki 3 wjuan: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, "Keadilan" éaiaa’;
kmteks};atg };e&a!a negara berarli hukum harus bermanfaat (efisien. lincah dan
responsif melindungi rakyat). Hukum yang abu-abu dan multitafsir adalah E‘z;}kum

;g:gfg‘féag acil” karena membuat birokrasi negara menjadi lambat akibat keragu-

Efisiensi Melalui Batasan yang Jelas: Efisiensi yang sejati dalam kerangka Negara

Hukue {%@3?53?&35} bukanlah “kebsbasan eksexuti melakukan apa saja
sesukanya”, malainkan "kecepatan bertindak karena aturannya sudah jelas”. Jika
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13.

14,

17.

H
Pl

Mahkamah memutus Permohonan incasu, maka Pemenniah bisg bekerje efisien di
atas itu langsung siapkan draf ke DPR.

Pemaknaan "Kepastian Hukum Yang Adil" Sebagai Bentuk Efisiensi Dan Responsivitas
Tata Kelola Negara

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas “pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil®. Dalam konteks hukum lata
negara dan relasi kelembagean, makna "keadilan” di sini tidak boleh hanya dimaknai
secara sempit sebagai pedindungan hak sipil perorangan semata, melainkan harus
ditarik pada dimensi kemanfaatan publik dan efisiensi penyelenggaraan negars.

Bahwa hukum yang adil adalah hukum yang mampu merespons kebuluhan mendesak
negara dan tdak menjadi instrumen yang menghambat efisiens (hureaucratic
botfleneck). Dinamika global saatini menuntut kelincahan, kecepatan, dan responsivitas

dan Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.

. Bahwa Pemohon I sangat memahami dan mendukung kebutuhan Pemerintah akan

efisiensi diplomasi tersebut. Namun demikian, Pemohon I mendalilkan bahwa
ketidakjelasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 justru
merupakan akar dari inefisiensi itu sendiri. Keliadaan parameter yang pasti mengenat
apa yang dimaksud dengan "kedaulatan” membuat setiap peraniian internasional seiaiy
dibayangi oleh perdebatan politik, ancaman sengketa kewenangan antar-lembaga,
hingga potensi gugatan warga negara di kemudian harl,

- Bahwa Konstitusi Mewajibkan Persetujuan DPR terhadap Perjanjian yang Berdampak

Luas dan Membebani Keuangan Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat
(2) UUD 1845, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
mengharuskan perubahan atay pembentukan undang-undang, harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan konstitusional ini adalah perwujudan
muﬁa& dan prinsip checks and balances, di mana kekuasaan eksekutif tidak boleh
berjalan sendirian (monoepoli kewenangan) tanpa pengawasan dari legisiatif sebagai
representasi kehendak rakyat.

Bahwa Perjanjian Terkait Politik, Perdamaia anan, Menyangk
Kggﬁau%g%ag i%éigsrﬁ yaﬁ; ;giiki};i;f%i;iit&ii?:siz%jéig%%ﬁify?ﬁléiiii?iﬁ
dari perjanjian a quo mencakup empat pilar fundamental eksistensi negara, yakni: |
{1} Kebijzkan Paolitik.

{2} Perdamaian,

{3} Pertahanan, dan

(#} Keamanan Negara,

;ziﬁf;ii:i z’tiubvkgﬁ{fag ;msan administrati biasa, melainkan urusan kedaulatan yang

et SIKO 1inggt (high-risk policy). Pembentukan institusi atay keatort
bt e , S HCY ) rer : Sliust atau keterikatan dalam
nada desirn bemam2ien o ingkat intemasional maupun regional berimplikas angsung
;ﬁé%!}azk? r; é}:g%ﬁgﬁaﬁ negara. Oleh karena #tu, rasio legis (rafic legis) dari kewajiban
a adalah untuk memastikan bahwa komitmen ggiifékf ;}ﬁfdﬁmaiaﬁz

pertahanan, dan keamanan lersebut ben: r s
ertahanan, keaman ! nar-benar sejalan dengan i i
aan tidak membahayakan kedaulatan Republik lmfaiesia, San Kepentingan nasion

ifii ;{;:;:i;insi Kebijakan Politik, Perdamaian, Pertahanan dan Keamanan

warn laaianganan perjanjian tanpa persetuiua: e o
hak konstitiici , <) ‘ ' persetujuan DPR secara nyata meram

maﬂﬁiﬁ;ﬁig;&fi@éfga‘r;hega}a {&jxeiaiw wakinya di parlemen) mﬁiu%z m%&as;}j;

4 polensial teradinya tindak pidana korupsi. Tanpa perselujuan ’{}éwaﬁ

’ 3 it
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20

21.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), negara dihadapkan pada "cek kosong”
] *Politk Tawar menawar” yang dapat disalahgunakan cleh penguasa.

Bahwa Keliadaan Batas Pengajuan Persetujuan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) Adalah Bentuk ‘Penyelundupan Hukum® dan
Kesewenang-wenangan (Abuse of Power). Bahwa pengakuan atas kewajiban meminta
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - Rl) menjadi lusi dan
sekadar formalitas apabila undang-undang & quo tidak menetapkan batas yang pasti
bagi Presiden ‘harus mendapat persehyjuan Dewan Perwskilan Rakyat (DPR).
Ketiadaan batas tersebut memberikan celah hukum  bagr eksekulif  untuk
memberiakukan perjaniian secara de facte, namun melakukan tanpa menyerahkan draf
peranjian tersebut kepada Parlemen. Praktik ini adalah manifestasi dan tirani eksekutif
(exscufive heavy) dan abuse of power yang secara diametral berlentangan dengan
prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1845}

Bahwa Ketidakpastian Hukum Adatah Sumber Malapetaka Konstitusional dan Ekonomi.
Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf {2} yang lidek mencantumkan Dbatasan “harus
mendapat persefujuan Dewan Perwakifan Rakyat (DPR)” tegas untuk pengajuan
persetujuan kepada DPR telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 280
ayat 1 UUD 1945}, Ketidakpastian hukum dalam kebijakan negara tingkat tinggl bukan
sekadar masalah administralif, melainkan "sumber malapetaka” yang berdampak
sistemis.

Hal ini terbukti secara empiris, di mana ketidakpastian stabilitas dan arah kebijakan
nasional berkontribusi pada kerentanan nilai tukar mata uang. Sebagaimana dilaporkan
oleh Kompas dalam artikel "Saat Rupiah Dipermalukan Ringgit dan Dolar Singapurs”

).

pelemahan nilai tukar mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap kepastian
dan transparansi tata kelola negara. Ketidakpastian hukum yang lahir dari Pasal 10
?é;i;z,;f {a) adalah "sumber malapeteka” karena membiarkan komitmen-komitmen negars
di bidang pg{ia?saﬂan dan keamanan berjalan dalam “ruang gelap” tanpa ;zér’se‘iagugg
Siiéi?nsgggﬁkuiaﬁf iﬁidm&naépia%aﬁ sentimen negatif yang merugikan kedaulatan
Lnom negara, yang pada akhirmya y u kyat ind i
ek o P@f}ﬁgg} akhimya membebani hidup seiuruh rakyat indonesia,

gahwafaﬁa Peﬁafzzfaias‘zgaﬁa& &%S(ﬁ:? Indonesia-AS Membukiikan Urgensi Batas
;é@;%@;ffﬁ DFR. E}jrf:-m? ke%{féswaﬁgan Para Pemohon terhadap praktik 4;355 accompl
; §§§s ;s;( izn§a§§§§x§§ﬁ§§{ i??}gﬁi} oleh Eksekutif bukanlah sekadar asumsi meéamk&ﬁ
~ =ta fakia axtual. Sebagai contoh nyata, telah teriadi kese catan Majc
Defense Cooperation Partnership | a  Pertanarn " aejor
o 5 H ership (MDCP) antara Menteri Pertahanan Ri Siafi
gg;j:;:fjj;iie:&gi?gﬁiemeﬁ Urusan Perang AS Pete Hegseth sr;;:;agi{i:
3% a1 iV indonesia dalam artikel “Isi Kesepak: ’ s Y
yang Disepakali Sjatri ? é{i{z HoLe ;mgiiijﬁ

;zza{gga??féiii;ﬂé ;zefma%a;; g;iam}gfai; strategis seperti modernisasi militer dan
oo méagé}u%gﬁ# négg;ﬁgg@ ;{:m?g& masif. Tanpa adanya batasan bagi Pemerintah
prbliade %wh pe z:ggma keﬁﬁé?& ma&a perjanjian sebasar ini dapat dijzlankan

ya oleh Eksekutif tanpa kontrol legisiatif. Hal ini secara nyata merugikan ?Ea;i

konstitusional Pemohan | {(MAKNh d
o e i} dalam meng . ‘
tidak menjadi ruang gelap korupsi. gawal uang negara agar tepat sasaran dan
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22.

23.

24,

28,

- Secara filosofis, hukum vang tidak memberikan batasan adal

Bahwa Bocoran Dokumen Rahasia lzin Pesawat Tempur Asing Membuktikan Bahaya
Penundaan Transparansi. Bahwa bahaya dan ketiadaan batas perselujusn DFR
semakin nyata dengan muncuinya isu sensitif terkait kedaulatan wilayah udara. Merujuk
pada pemberitaan Lipufané berjudul "Dokumen Rahasia Becorkan Perjanjian Pesawat
Tempur AS Boleh Melfintas Wilayah Udara Indonesia. DFR Ingatkan Afuran Hukummnya”

Terungkap adanya indikasi kesepakatan akses militer asing yang tidak diketshui secars
resmi oleh DPR.

Bahwa sebagal bukti empiris betapa berbahayanya hilangnya fungsi kontrol
{(pengawasan) dari DPR, publik baru-baru ini dihadapkan pada fakia meresahkan
mengenai potensi masuknya kekuatan bersenjata asing ke wilayah yurisdiksi nasional.
Berdasarkan pemberitaan mutakhir, diketahui bahwa militer Amerika Serikal telah
melanggar witayah udara Repubiik Indonesia sebanyak 18 kali tanpa adanya
permintaan maaf, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa pesawat militer asing
tersebut berpotensi terbang seenaknyz melintasi wilayah kedeulatan RU (Vide:
Suara.com, "Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah Rl Tanpa Maaf, Kini Bemotensi
Terbang Seenaknya®. 15 April 2026) Sebagaimana dilansir dalam pemberitaan
Suara.com tertanggal 15 April 2026 {Tautan:

; . sebagai contoh nyata kerentanan
kedaulatan negara akibat lemahnya kontrol dan ketidakpastian hukum dalam Perjanjian
internasional di bidang pertahanan atau keamanan, dapat dithat dari preseden
pelanggaran wilavah udara wilavah indonesia oleh kekuatan militer asing. lerdapat
ancaman faktual di mana militer asing berpotensi bebas memasuki wilayah teritorial
udara Indonesia setelah berulang kali melakukan pelanggaran tanpa kiikad baik atau
permintaan mast

Fakia int memperkuat dalil Pars Pemohon bahwa

a. Perlama, Eksekutif cenderung melakukan perianjian di bidang pertahanan dan
keamanan secara sepihak dan terfutup.

b. Kedua, tanpa batasan, DPR akan selalu tertinggal dalam mendapatkan informasi

raggni s&h&ngga pengawasan menjadi tidak relevan karena kebijakan sudah
berjalan {undue delay).

c. ‘%ﬁiﬁt%ga. hal ini secara langsung merugikan Pemohen Perorangan (Pemohon 11l & IV)
karena kedaulatan ruang udars dan rasa aman warga negara dipertaruhkan dalam

kesepakatan rahasia yang tidak diuji secara demokratis melalui mekani
x ’ demokratis m anism
persetujuan DPR. ) 5 melalui mekanisme

?;amsfg ?(éz;:ag.sijaa Hukum Adalah Prasyarat Mutiak Terwujudnya Keadilan (Ubi Jus
incertumn, Ibi Jus Nullum). Bahwa Mahkamah Kenstitusi dalam berbagai ii}i}i;és?}ﬂﬁ a
;&iih megegaskan bahwa %epasﬁaa hukum adalah pilar utama dalam Fsebzsah ﬁeéa};sé
zﬁgm ;emeﬁgﬁ ?ér@@ﬂﬁ&gﬁ% bshwa keadilan tidak akan pemah tercapal tanpa
adanya kepastian hukum. Ketiadaan persetujuan DPR dalam Pasal 10 hurgf (a)
m@mpaﬁkaﬁ bﬁgmx pengabaian lerhadap prinsip "Repastian ﬁakum! ang Adit”
sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, e

membiarkan kesswenang- ' jadi. Keti il ciberikan Kewenar oS
7 | Kesewenang-wenangan teriadi. Ketika eksekutif diberikan kewenangan

tanpa limitasi “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat {DPR), maka
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27

28

nak rakyat {melalui DPR} untuk memberikan persetuiuan menjadi "mengambang” dan
tidak pasti. Dalam kondisi hukum yang tidak pasti {incerfum), maka substansi keadilan
menjadi nhilang (nullum). Oleh karena itu, penetapan batasan “harus ﬁ?@ﬁd&;&‘??
persefujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan sekadar masalah teknis
administratif, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadiian konstitusional bagi
seduruh warga negara,
Bahwa dengan demikian terdapat Empat Ridang Strategis (Politik, Perdamaian,
Perdahanan, dan Keamanan) Wajib Melalui Persstujuan DPR karena Beban APBN vang
Masif. Bahwa dengan demikian maka perjanjian yang diatur dalam pasal & guo
mencakup empat pilar fundamental pada poin diatas telah terbukti yang memiliki nisko
tinga dan biaya lingg! (high rsk & high cost), yaitu:

1. Politik: Menentukan arah koalisi dan posisi diplomatik bangsa di mata dunia.

2. Perdamaian (BoP) Membawa Xonsekuensi pelibalan personel dan repulasi negara

di zona konflik khususnya isu sensitive terkait Palestina.

3. Pertahanan (MDCP atau lzin Lintas Udarg/ FIRY Menyangkut kedaulatan wilayah
dan modernisasi persenjataan,

4. Keamanan: Menyangkut stabilitas internal dan pedindungan segenap tumpah darah
Indonesia.

Keempat bidang ini secara olomatlis karena ketizdzan balasan artinya membiarkan
Eksekutif menyerap anggaran tfersebul secara sepihak sebelum DPR sempat
menelaahnya. Hal ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi merupakan "dosa
konstitusional” terhadap hak anggaran rakyal yang dijaga oleh Pemohon | (MAKID,

Bahwa agias “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” Adalah
‘Benteng” Terhadap Abuse of Power dan Fait Accompli. Bahwa fakta-fakta aktual yang
terjadi saat ini mamperkuat urgensi batasan tersebut

« Kasus MDCP. Kesepakalan pertahanan fingkat tinggi dengan Amerika Serikat
sudah ditandatangani.

. gago;aﬁ fzin ?esawai Tempur Asing: Terungkap adanya kesepakatan rahasia
melintasnya militer asing di langit Indonesia.

Tﬁangza batasan, rakyat dipaksa berada dalam kefidak astian ap; '

dg@rei ke dalam pusaran konflik tertenty atau apaiah 3;\;;;};‘2? :552? iiiig
g;&ambgr&aa secara sia-sia. Dengan membatasi “harus mendapat ?&f&esﬁjzjaﬁ Sew&i
Parwalilan ﬁ*aﬁ:yaé i&?&}‘i Mahkamah menutup celah bagi eksekutif ;;f}%;;% kme%a%*zs?aﬂ
penundaan berlarut (undue delay) dan memastikan bahwa “Keadilan melaluj K&pa;ﬁ;é‘%

benar-benar tegak demi melindungi segenap ban i ; .
ke-4 Pembukaan UUD 1945 81 segenap bangsa Indonesia sesuai mandat Alinea

- Bahwa Urgensi sebagal Standar Kepatutan dan Kepastian Hukum Keonstitusionat

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai

wa Mak h ebagal Fengawal Konstitusi (The Guardi f
%iiff%?nni sinaﬁizasa memberikan pedeman batasan untuk r{izeﬂ{:agah k;if;siizggi

nan esewenang-wenangan, sebagaimana Yuris densi Putus hkar
Konstitusi Nomor 130/pUU X!iiiﬁ@%% cmbatasi pengitiman SPan 1 rkamah
o Nomor 1 <X yang membatasi pengiriman SPne imal 7
(ujuhy hari. Mutatis mutandis. demi jarmin o i terkalt Kb

{ - fs TS aemi menjamin Kepastian hukum terkai iiaks
renegaraan level tinggl, maka pengajus o DPR waily !
en an level . mak juan persetujuan kepada DPR waiib dibataci
scCara limitatif sajak penandatanganan ianj atas i merUpa e, ar
se r jak penar peranpan. Batasan ini merupaka; logi
nuklm yang selaras dan proporsional dengan ba o persatuoe
pum yang sel: an propors eng atas “harus mendapat perssfuivarn
gggjgi f?ggfagsiz{? é?aigy&? %&Pﬁ;ﬂ pengujian Perppu oleh Dewan ?ewaxﬁaf: gf%i?
onesia (DPR - RI) (Pasal 22 ayat (2} UUD 19451, vang mans ﬁaiam
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persidangan  berkutnya  sualu  tlindakan sephhak  eksekulif  harus  segers
dipertangogungiawabkan dan mendapat pangesahan legislaif

30. Bahwa Para Pemochon memberikan gambaran contoh /preseden lain Kronologis Historis
Singkat, tanpa menilai Perjanjian Internasional berikut:

#

1846 {Awal Mulsy  Organisasi  Penerbangan  Sipil  Intemasional  (ICAD)
mendelegasikan pengelolaan ruang udara di alas Kepulauan Riau dan Natuns
kepada Dingapura karena saat itu infrastruktur navigasi udara indonesia pasca-
kemardekaan belum memadsal,

2007 (Penclakan DPR): Pemerintah Rl dan Singepura menyepakall paket
Perjanjian Ekstradisi dan DCA. Namun, DPR Rl menociak meratifikasi DCA tersebut
karena memuat Klausul yang mengizinkan militer Singapura {(SAF) menggunakan
witayah daral laul, dan udars Indonesia untuk latihan militer. Penolakan DPR ini
menjadi bukl pentingnya fungsi checks and balances legistatif dalam melindungi
kedaulatan.

25 Januari 2022 (Kesepakatan Baru) Pemerintah Rl dan Singapura
menandatangani 3 (tiga) perjanjian sekaligus secara paket (package deal) di Bintan:

1. Perjanjian Ekstradisi,
2. Perjanjian DCA (yang sempat fertunda sejak 2007}
3. Perjanjian Penyesuaian FIR.

Fakta Hukum Peijanjian FIR dan DCA Ri-Singapura (2022)

®

Fakta Hukum FIR: Meskipun diklaim sebagai "pengambilalihan” ruang udara, fakia
hukum dalam naskah perjanjian FIR 2022 menunjukkan bahwa Indonesia justrus
mendelegasikan kembali pemberan jasa pelayanan navigasi penerbangan pada
ketinggian 0 - 37.000 kaki di wilayah udara teritorial Kepulauan Riau dan Natuna
kepada otoritas penerbangan Singapura untuk jangka waktu 25 tahun (dan dapat
diperpanjang). '

?;.k%a ﬁaxm DCA: Indonesia memberikan hak kepada Angkatan Bersenjata
fsa%apuzg umgk mengadakan latihan militer dan penembakan peluru tajam di Area
athan (seperti Area Alpha 1 dan Alpha 2} yang memotong wilavah k iata
udara dan laut Indonesia, e : ! Foetan

Di sinilah Para Pemohon menunjukkan/menggambe i
o e f menunju imenggambarkan letak anomali hukum vans
sangat relevan dengan Permohonan terkait Pasal 10 Ut No. 24 Tahun 2000 e

Preseden adanya Celah Pasal 10 UU 2472 i
res dar ., 000: Pemeri
ia{s:?. zi?; iiij No. 24 Tahun 2000 dengan menafsirkan
rusan teknis penerbangan” sehingga tidak masuk dalz
" ’ . G4 am kual
mameriukan Undang-Undang {persetujuan DPR), eimies

« DCAdan Ekstradisi Disahkan dengan Undang-Undang:
%‘3{:’{% iﬁi,‘?a’?}kﬁﬁ melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023
E@ssagzss giw?zkaa mslalyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun é@gz {Kedy
_ g:eggﬁj;as;f i melibatkan persetujuan DPR e
*  FIR Disahkan HANYA dengan Peraturan Prasiden {Perpres):

o Perjanjian FIR Ri-Singapura disahkan secara septhak oleh eksekutif melaiui

Peraturan Preside -
em esiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tanpa persetujuan

ntah menggunakan celah pada
bahwa Perjaniian FIR hanyalah
i perjanjian yang
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Padahal, mendelegasikan ruang udara teritorial kepada negara asing selama 25 tahun
mutlak merupakan masalah kedaulaten negara, pertahanan, dan hukum g}%;b%:k {yang
seharusnya wajib tunduk pada Pasal 11 UUD 1645 dan disahkan dengan UU bersama

DPR}

31, Relevansi sebagai dalil permohonan, sebagai berikut:
a) Bahwa ketiadaan batasan yang rigid dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 telah

disalahgunakan oleh Pemerintah (Eksekutif} untuk menghindan pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat (Legisialif). Sebagai preseden nyata, Pemerintah telab
meratifikasi Peranjian Penyesuaian Ruang Udara (FIR} Rl - Singapura—yang
mendelegasikan kedaulatan wilayah udara pada ketinggian 0 - 37.000 xaki kepada
Singapura selama 25 tahun—secara sepihak hanya melalui Peraturan Presiden
Nomar 108 Tahun 2022,

b) Tindakan pengabaian persetujuan OPR dalam perjanjian yang menyerahkan
kendali ruang udara nasional kepada pihak asing ini merupakan bukli konkret
betapa berlakunya Pasal 10 UU a quo telah merugikan Hak Konstitusional Para
Pemohen. Pemohon (I dan IV kehilangan hak kedaulatannya yang seharusnya
diveakili oleh DPR untuk mencegah tergadainya wilayah udara negara.

Sementara bagi Pemohon | (MAKI) dan [l (LP3HI), praktik monapoli perundingan
internasional {package deal) tanpa transparansi publik dan tanpa checks and
balances dari parlemen ini membuka pintu masuk bagi diplomasi ransaksional yang
tidak akuntabel dan sangat berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang

secara tertulup akan menjadi sangat rawan koruptf dan melawan hukum.
32. bahwa Para Pemohon menyajikan isbel perbandingan empiris antara peraniian
internasional yang mematuhi Konstitusi (melibatkan DPR) dengan perjanjian yang mem-
bypass / tanpa diajukan dan persetujuan Parlemen, sebagai berikut:

Kategori Nama Perjaniian / Slatus I Keterangan
Kebiiakan Instrumen Berdasarkan Posita
Fengesahan
Diajukan & Normalisasi UUNo 5 Bukt istori
?ESEQ‘&;{}% DPER Hubungan Ri- Tahun 1868 kepatuhan ggga;;
{Preseden Malaysia (1956} awal  Orde | é“;
Kepatuhan 11 Agustus 19688 terhadap ;aﬁe%;:

(DPR-GR).

Sudah Diajukan  Defense No,

o & UUNo. 3 Melalul proses
&?023’53&“3 DPR  Cocperation Tahun 2023 ;:zeraemgiaﬁ legisiatif
(Freseden Agreement (DCA) kareng 1 ng}: -
Kepatuhan) Ri-Singapura %ﬁa%g;ﬁ:;fyaﬁgm
g”{f«&ﬁ Digjukan Perjanjian Ekstradisi  UU No. 5 Disahkan
(?{;:;?ﬁz* DPR Ri-Singapura Tahun 2023 bersamaan dengan
Kepatuhan) DCA sebagai saty

3??3@5‘36 Peranjian internasional
disjukan ke DPR R antara lain.

paket kesepakatan,

Hain sebagai contoh yang tidak diajukan / Belum



33. Bahwa Makna Konstitusiona!

34

gelum / Tidek
Diajukan ke DPR
Betum/Tidak
Uiajukan
{Ketiadaan Batas
Wakiu)

Belum /7 Tidsk
Diglukan ke DPR
BelumfTidak
Diajukan
{Ketizdaan Balas
Waktu}

Belum / Tidak
Digjukan ke DPR
Belum/Tidak
Diajukan
{Ketiadaan Balas
Wakiu)

Belum / Tidak
Dizjukan ke DPR
Belum/Tidak
Digjukan
{Ketiadaan Batas
Wakiu)

Belum /7 Tidak
Diajukan ke DRR
Belum/Tidak
Diajukan
{(Ketiadaan Batas
Wakiu}

Nama Peranjan /
Kebijakan

Piagam Board of

Peace (BoP)
Agreement on
Reciprocal Trade
(ART) RI-AS
Maijor Defense
Cooperation

Partnership (MDCP)
RI-AS

fzin Melintas
Pesawat  Tempur
Asing {AS)

Penyesuzian  FIR

{Flight  information
Region) Ri-
Singapura

SHatus /
instrumen
Pengesahan

Balum diajukan

Belum digiukan

Belurm diajukan

Dokumen
Rahasia
Perpres  No.
108 Tahun
2022

Keterangan
Rerdasarkan Posita

Harpotensi
mensubordinasi
kedauiatan negara

tanpa Quality Control
Pardemen

Menyangkut fransfer
data warga negara;
Bersinggungan
langsung dengan UU
POP.

Kerja sama
pertahanan masit
yang sudah

ditandatangani tanpa
kontrol legislatif

Diduga  disepakati
secara tertutup,
mangancam

kedaulatan  wilayah
udara Bl

Dieksekusi  sepihak
sleh Eksekutif
dengan kiaim
“urusan teknis”,
tanpa UL

Pasal 11 UUD 1845 Mewajibkan Penilaian Dampak,
Bukan Sekadar Formalitas Tahapan, Pasal 11 ayat {2} UUD 1945 mengamanatkan
bahwa setiap perianiian internasional vang menimbulkan “"akibat luas den mendasar
bagi kehidupan rakyat" mutiak memeriukan persetuivan Dewan Perwakilan Rakyat
{DPR}. Namun, dalam praktiknya, pemaknaan ini direduksi olsh ketentuan dalam UU
No. 24 Tahun 2000 (khususnya Pasal ¢ dan 10}, yang mengaitkan kewaiiban
penggsa%aeﬁ (ratifikasi) hanya jika dipersyaratkan oleh perjanjian ity sendir {blasanya
merujuk pada perjanjian 3 tahapan).

Bahwa terdapat kekosongan/celah hukum terkait
Berdampak Luas. Preseden atas Putusan Mahkamah
XVI2018 telah mengubah Pasal
melalul mekanisme konsultasi

"Perianjian 2 Tahapan® yang
Konstitusi (MK) Nomor 13/PULL
10 UU No. 24 Tahun 2000 menjadi daftar terbuka
Namun, putusan tersebut menyisakan persoalan
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38,

38.

39

fundamental (residuy. Bagaimana dengan penanjian internasional 2 fahapan (misal
Mol) atau Executive Agreement yang beriaku sekelika setelah ditandatanganij namun
substansinys memiliki dampak polifik, perfahsnan, atau kedauvlatan yang sangat luas?
Faklanya, praktik ketalanegaraan indonesia perah mengesahkan perjanjian 2 tingkat
{seperti Mol Perishanan dengan Belanda via UU 11/2018 dan Spanyol via UU 2/2019)
menjadi Undang-Undang. Hal ini membukiikan bahwa bobot substansilah yang
menentukan perunya keterdibatan DPR, bukan sekadar bentuk formal tahapannya.

. Bahwa Terdapat Anomali dan Disparitas Pengaturan (Quality Control) Dibandingkan UU

Perdagangan. Sebagal Instrumen pembanding, rezim hukum nasional telah memiliki
standar kontrol vang sangat baik dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Dalam Pasal B4 UL 7/2014. sstiap peraniian perdagangan intermasional wajb
disampaikan kepada DPR paling lambat 90 hari setelgh penandatanganan agar DFR
dapat menilat (Qualily Confrol) perdu atau tdaknya persetujuan melatui Undang-Undang.
Mekanisme penilzian wajlb oleh wakil rakyal ini secara nyata tidak diatur secara eksplisit
dalam UU No. 24 Tahun 2000. Ketiadaan mekanisme Quality Control dari DPR dalam
UL 24/2000 mengakibatkan celah di mana Pemerintah dapat dengan sswenang-
wenang menentukan sendini suatu perjanjian hanya periu disahkan dengan Peraturan
Presiden (Perpres), meskipun berdampak luas.

Bahwa Peristiwa Konkret (Piagam Board of Peace / BoP dan Peranjian FIR/DCA)
Menjadi Pintu Masuk Penilalan Inkonstitusionalitas, Berdasarkan yurisprudensi Putusan
MiC No. 7/2015 dan Putusan No. 76/PUU-XX/2022, Mahkamah dapat menggunakan
penstiwa konkrel sebagai “pintu masuk” untuk menilai konstitusionalitas suatu norma.
Peristiwa pengikatan sepihak Pemerintah pada Plagam Board of Peace {BoP),
Kesepakatan Dagang (ART) dengan AS, hingga mendelegasikan ruang udara (FIR)
kepada Singapura tanpa persetujuan DPR, adalah bukti nyata kerugian konstitusional
;gaig d?g;%azkan oleh ketiadaan mekanisme Quality Control waiib di dalam UU No. 24
ahun .

. Bahwa untuk mencegah kesewenang-wenangan (abuse of power} berups penundaan

ygr&g efzis@gajayégfsebgn secara ka&sﬁ%us&anaé mutiak dibutuhkan pengaturan kewaijiban
ygzzg ;erssfa% pmperatif bggs ?eg;aermia&, yang diiingi dengan pembatasan wakiy
pengajuan %gang; gﬁs& i}ami menjamin berjalannya fungsi checks and balances. setiap
g}kstmm&ﬁk ;;és’;a%;zaz? sa?ﬁfﬁas%anai vang ditandatangani oleh Pemerintah atas
5 y&z}g:sahan perjanjian irxierz;asiﬁaai dilakukan dengan Undang - Undang wajib
3;:iad§g£§: §§§ig ;iwakgiﬁ Rakyat pada sidang berikutnya untuk éiggtﬁjﬁi
au ditolak. Mei pemoatasan waktu ini selaras dengan asas kepast {
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) Ui;?i} 18945, pastan nukim
{S;;;gi ,%; i;g{gjﬂifﬁgé? Adalah Syarat Mutlak Berjalannya Mekanisme Quality Control
terhaday é};&;{ ;aa‘f ,;,}-ﬁaii»: OPR gam?z melakukan penilaian atay Qé}afi?}f Cantrol
feang , wran Presiden—meanjadi ilusi (tidak d ile al
apabils 4 & ’ ) , apat dilaksa
ﬁgxumi n}iiieé:? ;ﬁziiéjzi;%; yang mengikat Pemerintah Gﬁiﬁg meaye;}:%f;;é
acalah at-satunys insimnf | $ waktu penyerahan pada "masa sidang berkutnya®
menyeluiul poranti 'en 1ogis agar DPR dapat merespons, menciak, atay
sepinak di 58?‘-& nga > yag?b:ig;e;:;n penanfian itu telanjur dilmplementasikan éeaafa
dipuiinkan (reopeaps {f&mag& st menimbulkan kerugian fegara yang tidak dapat

Menunjukkan Legal Gap (Kekos '
e , aga P {Kekosongan Hukum), Hal inj i
Bibysse s HfD . i ) ¥ ad
ii?jk;gih %«2?33@;1;;52 dimgﬁa Pasal 10 UU 24/2000 saat ini wggzgiéikii?mf???
me;imzfa §g§; giii% Segaég apa pun syarat perjanjian, jika eksekutif éi&a&%agaj L‘i;j;
rehgajuannya selamanya, maka bengawasan DPR tidak akan pemah z&riaéi\
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40.

41

43.

44,

Bahwa berdasarkan dalll di atas, aturan g guo inkonstitusional secara bersyarat, dengan
demikian aturan yang membiarkan berlakunya penanjian terkait politik, perdamaian,
perizhanan, dan keamanan yang membebani negara tanpa batasan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik indonesia (OPR - RI} adalah inkonshitusional Ketentuan
Pasal 10
"Pengesahan peranjian internasional dilaskukan dengan undeng-undang apabila
berkenaan dengan ©..”
tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
{conditionally unconstifutional), sepanjang tidak dimaknai

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang, wajib
digjukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui
atau ditolak ™.

{Hal il merujuk pada kepastian dalam Pasal 22 UUD 1948

+ Ayat 2 Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dalam persidangan berikutaya.)

Bahwa membiarkan Pemerintah mengambil kebilakan spekulatif dengan menggunakan
Peraturan  Presiden untuk  perianjian  Internasional —hanya demi mengejsr
"kecepatan’— adalab efisiensi yang semu dan manipulatif. Apabila di kemudian hari
DPR menolak Perjaniian lersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal,
maka negara jusiru akan terjebak dalam krisis konstitusional dan wanprestasi
internasional yang sangat menguras energl, waktu, dan reputast bangsa.

. Bahwa sebagai Pertimbangan lain:

Berdasarkan pendapat Gus Kautsar (Pengasuh Pesantren Ploso Kedir) menyoroti
langkah diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dengan poin-poin utama sebagai
berikut. Bahwa ketiadaan batas wakiu pengajuan persetujuan ke DPR sangat
berbahaya karena eksekutif (Presiden) dapat terierumus dalam kecarchohan dipiomasi,
Seﬁaga%ﬂmarsa menjadi  pandangan  dan  kekhawatian  sosiologis masyarakat
§r;dases§a@sa%ah satunya disuarakan oleh tokoh agama Gus Kautsar {Pengasuh
é??s&ntmr; Ploso Kediri—bahwa entitas seperti Israel memiliki rekam jejak historis yang
tidak pernah memegang komitmen dan janji perdamaiannya, -

Sebagaimana fink 1ios ;
pada menit ke 37 30 hingga menit ke 41 45, berdasar pendapat Gus Kautsar (P suf
?}esazf\;’%;e‘r; Ploso ié;eﬁﬁfg} diatas, menyatakan Earsgsa?’famzé}i sulit untuk ﬁigégzi?jzzz
dan E‘;c}‘r}’iémemya sehingga perjanjian vang melibatkan [srael maka wajib %ﬁsﬁéas}si
persetujuan DPR untuk mencegah salah dan dosa pemimpin Republik %séamgiat o

282% g;»;eh ga;ega stu égm% ‘mewujudkan makna “kepastian hukum yang adil", Yang
{QZ 22 f;hm&%h ganazzma periu menjsulikan putusan tafsir i}&f&?éfﬁg yaﬁé
pu{a;:nn ;:ff;{ésjiazas demarkasi yang tegas (clear-cuf boundaries), @engah édaaya
] it Mal @n yang menetapkan bahwa perianjian Inte i (berd
kedaulatan dan membebani iuran masif) mu K hars  persetuan DonTpak
1@ : mutlak harus dengan persetuiuan DPF '
ke depannya Pemeriniah akan bekera jaut ih efisi merintah toak oo ke
ke d merintah aka “efja jauh lebih efisien. Pemerintah tidak n 30
membuang waktu menafsirkan Pasal 10 Undang ~ Undang No 24 ’?jhif;g{)iggi

melainkan dapat langsung menem oridor | s ;
dan presisi gsung mpuh koridor konstitusional yang tepat secara cepat

Bahwa de mohor ati
{%q?:{ jiz?fa ﬁifg;kia@ ?amaﬁeman @ quo sefatinya adalah upaya Pemohon untuk
! makan ensiensi tata kelola pemerintahan itu sendiri, dengan meletakkannys

kembali di atas rel kepastian hukum yang berkepastian. adil, dan konstitusional
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V. PETITUM

Berdasarkan seluruh daiil dan uraian yang telsh dikemukakan di atas, dengan segala
kerendahan hali, Pemochon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konsttusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memulus perkars 8 quo
untuk putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2 Menyatakan frasa :
"Pengesahan perjanjian infernasional dilakukan dengan Undang - Undang”
dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanpan
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) berientangan dengan
Undang - Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionslly unconstitutional), sepanjang
tidak dimaknai:
“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang ~ Undang, wajib
disjukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujul
atau ditolak "
3. Memerintahkan pemualan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya,
Atau,
Jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain maka Kami mohon putusan
yang seadil-adilnya f{ex aequo ef bono).
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(ARDIAN'PRATOMO, S.H.)

(IRVAN ARDIAN SYAH, S.H.)
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PRATAMA, S.H.)

(SAID ALWI ALATAS, S.H.)
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